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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 
tersebut, diatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan 
dan diprioritaskan kepada orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak layak 
secara kemanusiaan serta memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, 
ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, 
korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari isi 
Undang-Undang tersebut diketahui bahwa salah satu yang diprioritaskan dalam 
peraturan tersebut adalah korban tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan tak jarang 
korban tindak kekerasan itu belum memperoleh penanganan yang semestinya 
untuk memperoleh kehidupan yang sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia. 
Beragam masalah kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat sering kita 
dengar peristiwanya baik melalui media televisi, surat kabar, maupun peristiwa 
yang langsung nyata ada di hadapan kita. Permasalahan tersebut seringkali 
dialami oleh perempuan dan anak-anak karena merekalah yang sering dianggap 
sebagai kaum yang lemah dan tak berdaya. Anak sebagai amanah sekaligus 
karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dalam memperoleh 
perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau 
mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, dan segala bentuk 
 
diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak/ UUPA). Namun kenyataannya, masih banyak anak-anak 
yang tidak terpenuhi hak-haknya dan justru mendapatkan kekerasan baik fisik, 
psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi.  
Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia terus berlanjut dengan 
intensitas yang makin meningkat dan lokasi yang semakin luas. Berikut disajikan 
tabel mengenai peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia : 
Tabel 1.1. 
Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia 
      
No Tahun 
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak 
Jumlah Anak 
Perempuan 
Anak  
Laki-laki 
Anak Tidak 
Dikenal 
1 2007 640 880  - 1520 
2 2008 1119 794 4382 6295 
 Sumber:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/06/06/82106/92/14/Kasus-
Kekerasan-Anak-Terus-Meningkat diakses 12 Februari 2010, pukul 12.35 
   
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2008, jumlah kasus 
kekerasan terhadap anak mencapai angka 6295 kasus. Jumlah ini meningkat dari 
tahun 2007 yang mencapai angka 1520 kasus. Pada tahun 2007, jumlah kasus 
kekerasan tersebut belum mencakup anak yang tidak dikenal. 
Berikut juga disajikan data mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak 
di Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan lokasi dan jenis kekerasannya sebagai 
berikut : 
 
 
                                                       Tabel 1.2. 
Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Lokasi Dan Jenis 
Kekerasannya Di Indonesia Tahun 2008 
      
No Lokasi Kekerasan Terhadap Anak 
Jenis Kekerasan Terhadap 
Anak Jumlah 
Fisik Psikis Seksual 
1 Lingkungan Sosial 174 267 493 934 
2 Lingkungan Keluarga 84 71 57 212 
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2009/06/06/82106/92/14/Kasus-
Kekerasan-Anak-Terus-Meningkat diakses 12 Februari 2010, 12.35 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kekerasan 
terbanyak terhadap anak di Indonesia pada tahun 2008 terjadi di lingkungan sosial 
yang mencapai angka 934 kasus. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan 
kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan keluarga sebanyak 212 kasus. 
Jenis kekerasan yang banyak dialami oleh anak-anak di lingkungan sosialnya 
adalah jenis kekerasan seksual (493 kasus), sedangkan jenis kekerasan yang 
banyak dialami anak-anak di lingkungan keluarga adalah kekerasan fisik (84 
kasus). 
Tidak hanya anak-anak, manusia yang sering kehilangan hak-hak asasinya 
karena dirampas oleh manusia lain kebanyakan adalah perempuan. Perempuan 
saat ini memang sedang menjadi korban pengebirian Hak-Hak Asasi Manusia 
(HAM). Adanya kecenderungan kekerasan yang dialami oleh perempuan dari 
tahun ke tahun terus meningkat.  
Data yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia dari 
tahun ke tahun. Data tersebut disajikan sebagai berikut : 
Tabel I.3. 
Data Jumlah Kasus Kekerasan Yang Dialami Perempuan Di Indonesia  
( Tahun 2001-2009) 
No Tahun 
Jumlah Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan 
1 2001 3.169 
2 2002 5.163 
3 2003 7.787 
4 2004 14.020 
5 2005 20.391 
6 2006 22.512 
7 2007 25.522 
8 2008 54.425 
9 2009 143.586 
      Sumber : http://www.komnasperempuan.or.id/wp-   
content/uploads/2010/03/Catatan-Tahuhan-Kekerasan-terhadap- 
Perempuan-tahun-2009-edisi-Launching.pdf diakses 22 Maret 2010, 09.22 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan yang 
dialami perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2009 mencapai 143.586 
kasus. Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun lalu 54.425 kasus. 
Sedangkan dari tahun 2007 (25.522 kasus) mengalami peningkatan sebesar 213% 
pada tahun 2008 (54.425 kasus).  
Berikut ini juga disajikan data kasus kekerasan yang dialami perempuan 
menurut bentuk kekerasan yang terjadi berdasarkan wilayahnya di Indonesia yang 
dialami pada tahun 2009 yaitu sebagai berikut : 
Tabel I.4. 
Data Jumlah Kasus Kekerasan Yang Dialami Perempuan Menurut Bentuk 
Kekerasan Berdasarkan Wilayahnya Di Indonesia Tahun 2009 
No Wilayah 
Bentuk Kekerasan Terhadap 
Perempuan 
Jumlah 
Kekerasan 
KDRT Komunitas Negara 
1 Sumatera 7906 1355 6 9267 
2 Jawa 120326 3429 19 123774 
3 Kalimantan 4511 121 0 4632 
4 Bali 1607 1348 29 2984 
5 Sulawesi 1979 322 0 2301 
6 Papua 520 108 0 628 
 Sumber:  http://www.komnasperempuan.or.id/wp- 
content/uploads/2010/03/Catatan-Tahuhan-Kekerasan-terhadap-
Perempuan-tahun-2009-edisi-Launching.pdf , diolah dan diakses 22 
Maret 2010, pukul 09.22 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan yang banyak 
dialami perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT 
yang dialami oleh perempuan terjadi di semua wilayah di Indonesia baik di Pulau 
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Dari data tersebut 
juga diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah 
kekerasan yang terbanyak yakni 123.774 kasus, dan jumlah Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) yang terbanyak pula yakni 120.326 kasus. Hal tersebut 
dijelaskan berdasarkan tabel berikut : 
 
 
Tabel I.5. 
Prosentase Jumlah Kekerasan Berdasarkan Wilayahnya Di Indonesia Tahun 2009 
No Wilayah Jumlah Penduduk 
Jumlah 
Kekerasan 
Prosentase Jumlah 
Kekerasan (%) 
1 Sumatera 46.029.906 9267 2 
2 Jawa 128.470.536 123774 10 
3 Kalimantan 12.098.036 4632 4 
4 Bali 11.828.277 2984 3 
5 Sulawesi 15.787.955 2301 1 
6 Papua 4.654.081 628 1 
Sumber:   http://www.datastatistik-
indonesia.com/component/option,com_tabel/kat,1/idtabel,111/Itemid,16
5/  diolah dan diakses 22 Februari 2010, pukul 09.45 
 
Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kekerasan 
terbanyak terjadi di Pulau Jawa dengan penduduk yang paling padat di Indonesia. 
Prosentase jumlah kekerasan yang terjadi terbanyak berada di Pulau Jawa yakni 
sebanyak 10 %. Prosentase ini paling tinggi di antara pulau yang lain di Indonesia. 
Seperti halnya di kota-kota besar lainnya di Indonesia, kasus KDRT 
terhadap perempuan dan anak juga terjadi di Kota Magelang. Jenis kekerasan 
yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran 
ekonomi. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah kasus kekerasan yang dialami 
perempuan dan anak di Kota Magelang : 
Tabel I.6. 
Data Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenisnya Di Kota Magelang Tahun 2009 
NO JENIS KEKERASAN JUMLAH 
1 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 30 
2 KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) 7 
3 Pemaksaan Persetubuhan 2 
4 Perkosaan 3 
  Jumlah  42 
              Sumber : diolah dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus KDRT di Kota Magelang 
merupakan kasus yang banyak terjadi dibandingkan dengan kasus kekerasan yang 
lain seperti Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), persetubuhan dan perkosaan. 
Angka KDRT di Kota Magelang mencapai 30 kasus. Jumlah ini meningkat bila 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dijelaskan sebagai berikut : 
Tabel 1.7. 
Jumlah Kasus KDRT Di Kota Magelang (2007-2009) 
   NO TAHUN JUMLAH KDRT 
1 2007 9 
2 2008 11 
3 2009 30 
                Sumber : WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
Dari tabel di atas diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi di Kota 
Magelang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari tahun 2007 yang 
jumlahnya 9 kasus, meningkat menjadi 11 kasus di tahun 2008, dan pada tahun 
2009 meningkat menjadi 30 kasus.  
Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Magelang yang 
dialami oleh perempuan dan anak pada tahun 2009 dibedakan berdasarkan 
pengklasifikasian sebagai beikut : 
Tabel I.8. 
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Bentuknya 
Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Magelang Tahun 2009 
Korban 
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Fisik Psikis Seksual Penelantaran Ekonomi 
Anak-anak 1 2 2 - 
Perempuan (Istri) 8 11 2 12 
 Sumber :  Diolah dari WCC “ Cahaya Melati “ Kota Magelang 
 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa bentuk kekerasan yang dialami anak-anak 
dan perempuan atau isteri adalah bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan 
penelantaran ekonomi. Bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak 
adalah bentuk kekerasan psikis (2 kasus) dan seksual (2 kasus), sedangkan yang 
sering dialami perempuan adalah penelantaran ekonomi yakni sebesar 12 kasus. 
Berikut disajikan pula data kasus KDRT berdasarkan bentuknya di Kota 
Magelang dan penanganan yang telah dilakukan pada tahun 2010 : 
Tabel I.9. 
Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Magelang 
Tahun 2010 (Januari-April) 
NO Kelurahan 
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Penanganan  oleh 
lembaga Fisik Psikis Seksual Penelantaran Ekonomi 
1 Magelang Tengah   v   v Damai (WCC) 
2 Wates v v     Proses (WCC Polres) 
3 Rejowinangun Selatan v v   v 
Proses (WCC) 
Pelaku di tahan 
4 Potrobangsan       v Proses (WCC) Pelaku kabur 
5 Mertoyudan v       
Proses (ditangani 
LSM Sahabat 
Perempuan) 
6 Magersari   v     Selesai 
7 Gelangan   v   v Proses (suami pergi) 
8 Kedungsari v v     Proses (lawyer) 
9 Kiringan   v v   Proses (WCC) 
Sumber : WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
Dari data terjadinya KDRT di Kota Magelang pada tahun 2010, diketahui 
bahwa dari sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bentuk 
KDRT terbanyak adalah kekerasan psikis. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui 
bahwa yang berakhir ke jalan damai hanya 1 kasus dan yang berhasil diselesaikan 
oleh WCC “Cahaya Melati” baru 1 kasus, sedangkan yang lainnya ada yang 
sedang dalam proses perceraian, maupun pemidanaan. Sedangkan pada tahun 
2009, cara yang ditempuh oleh korban lebih banyak dengan cara damai. (38 kasus 
damai cerai) sedangkan cara hukum berjumlah 4 kasus. (Sumber: WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang) 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik 
(privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 
diskriminasi yang harus dihapuskan. Hal tersebut dikarenakan perempuan dan 
anak mempunyai hak yang sama untuk bebas dan menentukan keinginannya 
dalam kehidupan yang sesuai dengan norma. Salah satu penyebab terjadinya 
KDRT di Kota Magelang adalah karena persoalan ekonomi. Seperti diketahui dari 
Harian Radar Jogja tanggal 29 Agustus 2009 yang diakses dari alamat 
http://www.radarjogja.co.id/radar-kedu/magelang/6772-ekonomi-buruk-kdrt-
meningkat.html pada 3 Februari 2010 pukul 13.24 yang menyebutkan bahwa 
kasus KDRT yang terjadi di Kota Magelang sebagian besar disebabkan karena 
faktor ekonomi masyarakat yang sangat minim dan terus memburuk. 
Memburuknya kondisi ekonomi suatu keluarga dianggap sebagai pemicu 
kemarahan yang dilakukan suami kepada isteri begitu pula anak yang 
diperlakukan kasar oleh orang tuanya bahkan ditelantarkan dan dipaksa untuk 
bekerja oleh kedua orang tuanya. 
Bentuk KDRT yang terjadi pada perempuan (istri) di Kota Magelang 
seringkali berupa pemukulan, penganiayaan, suami yang berselingkuh dan 
menelantarkan istrinya, bahkan ada suami yang dengan tega menyiram wajah 
istrinya dengan air keras, air panas, minyak tanah yang menyebabkan wajah 
istrinya menjadi rusak. Seperti yang dialami oleh isteri warga dari Kelurahan 
Mertoyudan, Magelang yang disiram minyak tanah oleh suaminya karena 
suaminya yang diketahui berselingkuh. (Sumber WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang kasus tahun 2009). 
Tak hanya warga miskin yang dapat mengalami kasus KDRT, bahkan 
pejabat publik atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Magelang pernah 
melakukan tindakan penelantaran terhadap keluarganya karena suami 
berselingkuh. (Radar Semarang, 8 April 2010). 
Kasus KDRT juga tak jarang dialami oleh anak yang justru mendapat 
perlakuan buruk dari kedua orangtuanya. Seperti yang dialami oleh anak warga 
Kelurahan Kiringan Kota Magelang yang berumur 12 tahun yang diperkosa oleh 
ayahnya sendiri pada April 2010 ini. (Sumber WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang). 
Banyaknya permasalahan yang timbul dari adanya KDRT adalah adanya 
anggapan KDRT sebagai masalah privat yang tidak boleh mendapat campur 
tangan orang lain bahkan pemerintah dalam penyelesaiannya. Hal ini sangat erat 
kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa segala hal yang 
terjadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan, merupakan suatu aib 
yang harus ditutup rapat sehingga tak banyak korban KDRT yang melaporkan 
tindak kekerasan yang dialaminya. Selain itu, KDRT merupakan salah satu 
persoalan yang seperti fenomena gunung es, artinya kasus-kasus KDRT yang 
tampak atau terungkap hanyalah sebagian kecil saja dari kasus KDRT yang 
sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat. Di Kota Magelang, persoalan 
KDRT menjadi sulit ditangani karena perlindungan Pemerintah yang dirasa 
kurang maksimal. Namun saat ini Pemerintah Kota Magelang telah membuat 
lembaga yang dapat membantu menangani perempuan dan anak korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dirasa dapat memberikan bantuan 
pelayanan secara optimal yaitu lembaga WCC (Women Crisis Center) “Cahaya 
Melati” Kota Magelang. Lembaga ini merupakan lembaga milik Pemerintah 
Kota Magelang yang bertugas menangani persoalan-persoalan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. Dengan adanya WCC “Cahaya Melati”, diharapkan mampu 
memberikan program-program serta kegiatan yang dapat bermanfaat untuk 
menangani perempuan dan anak korban KDRT yang ada di Kota Magelang. 
Berbagai permasalahan yang sering dialami dalam penanganan perempuan 
dan anak korban KDRT yang ada di Kota Magelang antara lain banyak warga 
masyarakat yang belum mengetahui kemana mereka harus mengadu apabila 
mengalami tindakan KDRT atau ketika melihat tindakan kekerasan di sekitarnya 
karena diketahui belum adanya sosialisasi yang maksimal oleh WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Magelang ke 
daerah sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu aparat pemerintah yang dirasa 
belum begitu memperhatikan kepentingan para korban KDRT sehingga belum 
sepenuhnya korban mendapatkan penanganan dan pelayanan yang maksimal. 
Selain itu, masalah KDRT memang sulit terungkap karena korbannya juga 
kebanyakan tidak mengetahui jalur mendapatkan perlindungan atas masalah yang 
dihadapinya. Mereka tidak mengetahui dengan benar bagaimana harus 
mengadukan masalahnya sampai dengan mendapatkan perlindungan yang 
sesungguhnya dari masalahnya. Karena itulah maka pemerintah harus 
mengintensifkan upaya pengungkapan KDRT ini. Namun, beberapa kasus yang 
terjadi di Kota Magelang tersebut cukup mendapat tanggapan dari WCC “Cahaya 
Melati”. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari selaku Ketua 
Harian WCC “Cahaya Melati” dalam usaha penanganan sebuah kasus sebagai 
berikut : 
“Untuk penyelesaian kasus ini, kami akan berkoordinasi dengan pengacara 
yang akan mendampingi dalam penyelesaian masalah hukum, memberikan 
pelayanan hipnoterapi untuk memulihkan depresi jiwa dan pendampingan 
dari tokoh agama untuk penguatan mental”. (Radar Semarang, 8 April 
2010) 
 
Permasalahan dalam penanganan KDRT bermacam-macam. Oleh karena itu 
dalam mengoptimalkan penanganan terhadap perempuan dan anak sebagai korban 
KDRT, dapat dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada di WCC “Cahaya 
Melati” yang harus dimanagemen dengan baik mulai dari merencanakan, 
mengorganisasikan, berkoordinasi, menggerakkan, dan mengawasi pelaksanaan 
penanganan korban agar nantinya managemen penanganan perempuan dan anak 
korban KDRT di Kota Magelang dapat dijalankan secara maksimal dan mampu 
memberikan manfaat yang besar. 
Managemen sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-
tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari 
berbagai lapisan masyarakat sehingga pencapaian tujuan dibentuknya lembaga 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dapat tercapai. Dalam hal ini, managemen 
yang baik sangat diperlukan karena nyatanya masih banyak kasus kekerasan yang 
terjadi dan masih banyak korban KDRT yang belum dapat ditangani dengan baik. 
Dengan tata kelola yang baik maka penanganan tersebut dapat berjalan secara 
optimal. Untuk itu, penulis ingin meneliti bagaimana managemen penanganan 
perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang oleh WCC “Cahaya 
Melati” ini dapat dikelola dengan baik oleh para stakeholders sehingga mampu 
benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya bagi perempuan 
dan anak korban kasus KDRT yang ada di Kota Magelang. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka 
muncul perumusan masalah yang harus dipecahkan. Adapun perumusan masalah 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Bagaimana Managemen Penanganan Perempuan Dan Anak Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Magelang Oleh Women Crisis 
Center (WCC) “Cahaya Melati”? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian mengenai Managemen Penanganan 
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota 
Magelang ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Operasional 
Tujuan operasional dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan 
pengetahuan deskriptif tentang bagaimana managemen penanganan 
perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
di Kota Magelang oleh Women Crisis Center (WCC) “Cahaya Melati”. 
2. Tujuan Fungsional 
Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan yang 
bersifat konstruktif bagi WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai 
lembaga Pemerintah untuk lebih mengefektifkan program-program dan 
kegiatan pelayanan yang diberikan untuk penanganan perempuan dan 
anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota 
Magelang. 
3. Tujuan Individual 
Untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) sebagai persyaratan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat 
terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep 
penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana upaya 
penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang dapat 
di manage atau dikelola dengan baik. 
2. Melatih kepekaan peneliti terhadap berbagai perubahan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. 
3. Sebagai bahan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak terkait yang 
mungkin ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam di masa yang 
akan datang. 
4. Dapat menambah pembendaharaan bagi khasanah ilmu pengetahuan 
sosial pada umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya. 
5. Dapat memberikan masukan bagi institusi lokal khususnya, 
lembaga/organisasi sebagai instansi yang menangani perempuan dan 
anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Magelang. 
 
E. Kajian Pustaka 
1.  Penelitian Terdahulu 
Masalah KDRT merupakan suatu permasalahan yang tak kunjung ada 
habisnya, meskipun telah melakukan beberapa cara untuk pencegahan 
namun nyatanya kasus KDRT masih saja terus terjadi di lingkungan 
masyarakat kita. Untuk itu, penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-
penelitian yang pernah ada sebelumnya. Penelitian sejenis mengenai kasus 
KDRT pernah dilakukan oleh berbagai pihak seperti penelitian tentang 
“Managemen Penanganan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 
Surakarta oleh Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta” yang 
dilakukan oleh Lina Amelia pada tahun 2008 dengan hasil penelitian bahwa 
managemen penanganan masalah KDRT yang ada di Kota Surakarta 
dilaksanakan oleh DKRPP Kota Surakarta sedangkan peneliti saat ini 
mengambil lokasi penelitian yang berbeda yakni di Kota Magelang dengan 
lembaga yang berbeda pula yaitu lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang. Selain itu hal yang membedakan antara kedua penelitian ini 
karena peneliti terdahulu menggunakan teori managemen yaitu perencanaan, 
kordinasi dan pengawasan sedangkan saat ini  peneliti mengambil indikator 
POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) yang 
dikemukakan oleh George Terry, yang kemudian ditambahkan dengan 
fungsi lain yaitu fungsi Cordinating, sehingga hasil penelitian dan analisis 
yang didapatpun terdapat perbedaan. 
 
2. Definisi Manajemen 
Pada umumnya manajemen didefinisikan sebagai fungsi yang 
berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. 
Managemen mempunyai pengertian yang luas sehingga dalam 
kenyataannya, tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh 
semua orang. Dalam literature manajemen terdapat batasan yang berbeda-
beda antara ahli yang satu dengan yang lain, diantaranya menurut George R. 
Terry adalah : 
“Managemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang 
dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan 
menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”. 
(George R. Terry dalam Ibnu Syamsi, 1994:59) 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Stoner  bahwa : 
“Managemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. (Stoner dalam T. 
Hani Handoko, 1997:8) 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh Stanely Vance yang 
mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut : 
“Managemen adalah proses pengambilan keputusan dan pengendalian 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya”. (Stanely Vance dalam Ibnu 
Syamsi, 1994:59) 
 
Ahli lain yaitu Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard dalam 
Siswanto (2005:2) menyatakan pengertian yang berbeda mengenai 
managemen, yaitu “Managemen sebagai suatu usaha yang dilakukan 
dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 
organisasi”. 
Menurut Cole (2004) dan Dubrin (2006) dalam European Journal of 
Social Sciences, Vol 11, No 3 (2009) menyatakan bahwa “Management 
theory provides a simple conceptual framework for organizing knowledge 
and for providing a blueprint for action to help guide organizations toward 
their objectives. Managemen juga diartikan yaitu sebagai berikut : 
“Scientific management can be seen as the starting point from where 
the managerial aspect of organizations are systematically being 
analyzed and improved for practical application in the day to day 
running of organizations”. (Cole dan DuBrin dalam 
http://www.eurojournals.com/ejss_11_3_06.pdf diakses 16 Desember 
2009 pukul 12.23) 
 
Beberapa pendapat diatas terdapat sedikit perbedaan dalam 
mendefinisikan kegiatan yang terdapat dalam managemen. Namun, 
pendapat dari para ahli di atas dapat penulis ambil garis besarnya, bahwa 
manajemen merupakan tindakan sejumlah orang dalam suatu kelompok atau 
organisasi yang berupa aktivitas mulai dari kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, kordinasi, penggerakan, dan pengawasan atau 
pengendalian yang didalamnya meliputi kegiatan pengarahan, pemberian 
motivasi, pengadaan sumber daya dalam upaya untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan oleh kelompok atau organisasi yang tidak dapat dilakukan 
secara perorangan atau individual sehingga diperlukan kerjasama yang baik. 
Melalui manajemen diharapkan proses dalam pencapaian tujuan dapat 
dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui pembagian tugas dan 
wewenang yang jelas.  
Kegiatan-kegiatan dalam managemen merupakan tugas pokok yang 
harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun. Tugas pokok tersebut 
pada hakikatnya merupakan fungsi managemen dalam sebuah organisasi. 
Mengenai macam fungsi managemen itu sendiri, terdapat persamaan dan 
perbedaan pendapat, namun sebenarnya pendapat-pendapat tersebut saling 
melengkapi. Pendapat mengenai fungsi–fungsi managemen dijelaskan 
sebagai berikut : 
Fungsi managemen menurut George R. Terry dalam Winardi (1990:4) 
yang dikenal dengan POAC, yang meliputi kegiatan-kegiatan yaitu 
Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating 
(Penggerakan), dan Controlling (Pengawasan).  
Menurut R. D. Agarwal dalam Ibnu Syamsi (1994:60) menyatakan 
bahwa proses dalam managemen terdiri dari enam fungsi yaitu Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, dan Controling (POSDCC). 
Sedangkan Menurut Luther Gulick dalam Ibnu Syamsi (1994:60-61) yang 
menyebutkan bahwa fungsi managemen adalah merupakan singkatan dari 
POSDCoRB yang terdiri dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, 
Coordinating, Reporting, dan Budgeting. 
Menurut ahli lain yaitu Henry Fayol dalam Winardi (1990:4), yang 
dikenal dengan bapak konsepsi proses, beliau memasukkan fungsi-fungsi 
managemen ke dalam aktivitas managemen. Fungsi-fungsi tersebut adalah 
Planning, Organizing, Command, Coordination, dan Control (POCCC). 
Dari berbagai macam definisi managemen yang kemudian tergabung 
dalam fungsi-fungsi managemen yang diungkapkan oleh para pakar di atas, 
peneliti memilih untuk menggunakan pengertian managemen didasarkan 
pada teori yang dikemukakan oleh George R. Terry yang dikenal dengan 
POAC, yang meliputi kegiatan-kegiatan yaitu Planning, Organizing, 
Actuating, dan Controlling yang kemudian dalam perkembangannya oleh 
peneliti ditambahkan dengan fungsi coordinating (kordinasi). Hal tersebut 
karena dipandang lebih sesuai, lebih tepat, dan lebih mampu mengambarkan 
managemen penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang serta kegiatan-kegiatan dalam managemen tersebut mampu 
mewakili dari beberapa fungsi-fungsi managemen yang sangat beragam. 
Mengingat penanganan perempuan dan anak korban KDRT dapat 
memberikan dampak yang cukup besar dalam upaya pemulihan dan 
pelayanan kepada korban, maka diperlukan suatu manajemen yang baik 
dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-
fungsi managemen agar penanganan yang direncanakan dapat berjalan 
secara maksimal. 
Melalui kerjasama yang baik dan pembagian tugas diharapkan dapat 
mendorong kelancaran dalam pelaksanaan managemen penanganan 
perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang yang di dalamnya 
meliputi kegiatan: 
 
2.1. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan aspek yang paling utama dan pertama kali 
yang harus dilakukan dalam managemen. Dalam perencanaan terdapat 
proses pemanfaatan fakta-fakta dan asumsi-asumsi berhubungan dengan 
masa yang akan datang guna merumuskan langkah-langkah yang perlu 
diambil dan ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang spesifik. 
Adanya fakta bahwa kasus KDRT juga terjadi di Kota Magelang membuat 
diputuskannya untuk membentuk lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang dengan rencana program yang berbeda setiap tahunnya. 
Menurut Harold Koortz dan Chirill O’ Donnel dalam Ibnu Syamsi 
menyatakan bahwa “Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen 
yang berkaitan dengan pemilihan satu diantara berbagai alternative untuk 
mencapai tujuan, melaksanakan kebijakan, prosedur dan program”. 
(1994:73) 
Pendapat lain dikemukakan oleh T. Hani Handoko (1997:23) yang 
menyatakan bahwa : 
“Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 
organisasi dan penetapan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, 
prosedur, metode, sistem, anggaran, serta standart yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan”. 
 
Ahli lain yakni Sondang Siagian (2005:36) juga mengungkapkan 
pengertian perencanaan sebagai berikut : 
“Perencanaan adalah suatu usaha sadar dan pengambilan keputusan 
yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal  yang akan 
dikerjakan pada masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 
 
Perencanaan diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 
kesalahan dalam pembuatan keputusan serta peningkatan dalam pencapaian 
tujuan. Perencanaan merupakan kumpulan keputusan yang diambil saat ini 
sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan 
datang.  
Pada umumnya, suatu rencana yang baik memuat enam unsur yang 
harus dipenuhi yang lebih dikenal dengan istilah 5W+1H seperti yang 
diungkapkan oleh Sondang Siagian (2005:38-46), yaitu sebagai berikut : 
a) What   : membahas apa yang akan dikerjakan, sumber dana dan 
daya yang dibutuhkan, serta sarana prasarana yang akan 
diperlukan. 
b) Why    : membahas alasannya hal itu perlu dilakukan atau perlu     
diprioritaskan pelaksanaannya 
c) Who   :  siapa (obyek) dan siapa (subyek) pelaksananya 
d) Where : mencari tempat yang strategis untuk melaksanakan 
kegiatan. 
e) When  :   pelaksanaan yang tepat  
f) How : ini menyangkut tentang teknis pelaksanaan kerja 
operasionalnya. 
 
Perencanaan sangat diperlukan untuk melihat seberapa program-
program dan penemuan sekarang dapat dipergunakan untuk meningkatkan 
pencapaian tujuan di waktu yang akan datang yakni meningkatkan  
pembuatan keputusan yang lebih baik. Perencanaan bersifat vital dalam 
bidang manajemen, dengan kata lain merupakan pondasi awal dalam 
manajemen sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi lain seperti, 
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.  
Perencanaan meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk 
penentuan misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, menentukan metode dan 
prosedur, membuat program-program, menetapkan jadwal waktu 
pelaksanaan dan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sehingga nantinya perencanaan menyebabkan dipilihnya arah tindakan 
(rencana-rencana) yang akan mengarahkan sumber-sumber daya manusia 
serta sumber daya alam suatu organisasi untuk masa yang akan datang. 
Kegiatan perencanaan yang baik akan berpengaruh secara positif 
terhadap tujuan organisasi atau kelompok, dalam hal ini mencapai target 
dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang 
yakni mengurangi kasus KDRT yang ada di Kota Magelang dan mampu 
membantu pemulihan perempuan dan anak korban KDRT melalui 
manajemen yang berperspektif gender dan korban dalam pemberian 
pelayanan secara maksimal sehingga upaya untuk pemulihan korban dapat 
diberikan secara maksimal. Perencanaan juga berfungsi sebagai gambaran 
mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan yakni dalam penanganan perempuan dan anak korban 
KDRT di Kota Magelang. 
 
2.2.  Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian merupakan kegiatan mengkombinasikan berbagai 
macam sumber daya manusia dan alam menjadi suatu keseluruhan yang 
berarti. Pengorganisasian merupakan suatu rencana yang telah ditentukan 
dan ditetapkan sebagai hasil fungsi perencanaan, yang dilaksanakan oleh 
sekelompok orang yang tergabung dalam unit-unit atau satuan-satuan kerja 
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dijalankan 
dengan cara membagi pekerjaan dalam bidang-bidang spesialisasi, 
mengelompokkan aktifitas, dan mengidentifikasikan hubungan otoritas. 
Pengorganisasian berperan penting dalam pelaksanaan berbagai 
kegiatan yang merupakan tugas pokok maupun tugas penunjang masing-
masing unit agar terlaksana dengan efektif, efisien dan produktif sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena pentingnya pengorganisasian 
maka dalam manajemen ditetapkan sebagai organik manajerial yang 
mengikuti fungsi perencanaan yang telah dilakukan atau ditetapkan.  
Pengorganisasian merupakan penyatuan dan pengelompokan orang-
orang yang dapat digunakan sebagai suatu-kesatuan sesuai dengan rencana 
yang telah dirumuskan untuk kemudian direalisasikan guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen ini menjadikan manusia sebagai 
sasaran utama dalam organisasi. Pendapat dari para pakar manajemen 
berikut akan memperjelas makna dari pengorganisasian, seperti pendapat 
dari T. Hani Handoko menjelaskan bahwa:  
“Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang 
sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 
dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian 
merupakan suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan 
ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat 
tercapai dengan efisien“. (1997:167) 
 
Pendapat lainnya yaitu dari Winardi dalam bukunya “Asas-Asas 
Manajemen” yang menyatakan bahwa : 
“Pengorganisasian adalah suatu proses dimana pekerjaan yang ada 
dibagi dalam komponen-komponen yang ditangani dan aktifitas-
aktifitas mengkoordinasi hasil-hasil yang dicapai untuk mencapai 
tujuan tertentu”. (1990: 375) 
 
Yohanes Yahya dalam bukunya “Pengantar Managemen” juga 
mengungkapkan bahwa : 
“Istilah pengorganisasian digunakan untuk menunjukan suatu proses 
guna merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, 
serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, 
agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien”. (2006:81) 
Sondang Siagian (2005:60) juga mengungkapkan pengertian 
pengorganisasian sebagai berikut : 
“Pengorganisasian adalah keseluruhan prose pengelompokkan orang-
orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab 
sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 
digerakkan  sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 
 
Dari beberapa pengertian tersebut, pengorganisasian dapat dikatakan 
sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 
organisasi, sumber daya yang dimiliki serta lingkungan sekitar yang 
mempengaruhi. 
Fungsi pengorganisasian menciptakan struktur formal dimana 
pekerjaan ditetapkan dalam bagian-bagian dan dikoordinasikan. Dalam 
pengorganisasian diperlukan tahapan sebagai berikut : 
1. mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai, 
2.deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas 
tertentu, 
3.  klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis, 
4. memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang 
hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan 
yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau kesatuan aktivitas yang 
hendak dioperasikan. (Siswanto, 2005:75) 
Pengorganisasian dilakukan dengan melibatkan para stakeholders 
dalam manajemen penanganan yang diberikan kepada korban KDRT mulai 
dari proses merumuskan masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai 
monitoring dan evaluasi. Melalui manajemen yang bertumpu pada 
pelayanan untuk masyarakat tersebut diharapkan lebih memudahkan 
pencapaian tujuan dalam penanganan korban KDRT karena masyarakat 
yang lebih memahami dan mengetahui kebutuhan serta keinginan 
masyarakat serta bagaimana harus mewujudkannya sehingga penanganan 
yang dijalankan tersebut dapat lebih tepat sasaran.  
 
2.3.   Kordinasi (Coordinating) 
Kordinasi merupakan kegiatan yang penting dalam managemen, 
karena tindakan managemen tidak dapat dijalankan secara individu 
melainkan diperlukan kordinasi antar beberapa pihak. Pengertian kordinasi 
disampaikan oleh beberapa ahli seperti pengertian yang disampaikan oleh 
T.Hani Handoko sebagai berikut : 
“Kordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (dengan departemen atau 
bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasi secara efisien”. (1997:195) 
 
Berdasarkan dari http://www.pasamankab.go.id/index.php/artikel/48-
kepemimpinan/157-asas-asas-manajemen.html yang diakses tanggal 3 
Maret 2010 pukul 09.24 disebutkan bahwa : 
“Kordinasi adalah sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang 
ditujukan untuk memberi petunjuk waktu (timing), dan arah 
pelaksanaan suatu kegiatan kerja, agar dengan demikian dapat dicapai 
tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu.” 
           Alat koordinasi yang dapat digunakan antara lain : pertemuan 
resmi/formal (rapat dinas, edaran berantai, membentuk panitia koordinasi, 
mengangkat pejabat penghubung, melalui alat penghubung seperti telepon, 
radio, telegram dll), sedangkan pertemuan tidak resmi/informal melalui 
undangan, kunjungan rumah, mengucapkan selamat, melawat, dsb. 
Ada dua macam dimensi kordinasi yang perlu dilaksanakan yaitu : 
1. Kordinasi vertikal yaitu mengorganisasikan aktivitas-aktivitas para 
individu dan kelompok-kelompoknya ke atas dan ke bawah pada 
hierarki otoritas. 
2. Kordinasi horisontal yaitu kegiatan yang melintas melalui 
organisasi yang bersangkutan guna mengkordinasi aktivitas-
aktivitas individu dan kelompok yang bekerja pada atau dekat 
dengan tingkat yang sama dalam hierarki yang ada. (Winardi, 
1990:389). 
Dalam penelitian ini, kordinasi sangat diperlukan dalam managemen 
penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang karena 
diperlukan kordinasi antar beberapa organisasi sebagai lembaga yang 
memberikan pelayanan satu atap kepada korban KDRT di Kota Magelang. 
 
2.4.   Penggerakan (Actuating) 
Penggerakan (actuating) merupakan bagian yang sangat penting dalam 
proses manajemen sebab tanpa penggerakan maka perencanaan dan 
pengorganisasian tidak dapat direalisasikan dalam kenyataan. Penggerakan 
seringkali diartikan dengan kegiatan motivasi oleh pimpinan kepada 
anggotanya. Rencana tidak akan memberikan suatu hasil apabila tidak dapat 
dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain manajemen adalah kegiatan  
pencapaian tujuan bersama ataupun melalui usaha-usaha orang lain maka 
jelas bahwa penggerakan (actuating) merupakan bagian paling penting. 
Manusia menjadi fokus paling penting. Pentingnya unsur manusia jelas 
terlihat dalam seluruh proses manajemen. Rencana program dan program 
yang telah disusun dan ditetapkan sebagai penjabaran strategi organisasi 
diselenggarakan dalam kepentingan anggota organisasi maupun berbagai 
pihak lainnya khususnya semua stakeholders yang ada. Berjalannya fungsi 
penggerakan adalah dengan adanya kepemimpinan. Penggerakan (actuating) 
merupakan tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu organisasi menjadi 
“berjalan”. Moekijat (1992:109) memberikan definisi atas pengertian 
penggerakan (actuating), sebagai berikut :  
“Actuating adalah menggerakkan untuk bekerja yang berupa 
kepemimpinan (leadership), perintah, instruksi, komunikasi, nasihat 
(counseling), perundingan-perundingan, dan pengawasan. Fungsi ini 
merupakan fungsi pembimbingan, pemberian pimpinan dan 
penggerakan orang-orang agar orang-orang atau kelompok orang-
orang ini suka atau mau bekerja dengan sebaik-baiknya”. 
 
Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Yohanes Yahya 
(2006:105), menurutnya penggerakan diartikan motivating yaitu “Motivasi 
merupakan suatu proses managemen untuk mempengaruhi tingkah laku 
manusia berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang membuat orang 
bergerak ini”. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sondang Siagian (2005:95) yang 
menyatakan bahwa : 
“Penggerakan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode 
untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan secara ikhlas 
bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi 
dengan efektif, efisien dan ekonomis”. 
 
Penggerakan merupakan bagian penting dalam proses manajerial hal 
ini dikarenakan bagian ini berkaitan erat dengan orang-orang yang ada dan 
berkaitan dengan organisasi. Tindakan menggerakkan (actuating) meliputi 
pemberian motivasi, komunikasi, dan pelatihan.  
Fungsi penggerakan dalam hal ini adalah fungsi yang dijalankan 
pimpinan untuk memberikan motivasi dan instruksi dalam menangani 
perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang agar  semua anggota 
yang tergabung dalam WCC “Cahaya Melati” merasa bertanggungjawab 
dan mau melaksanakan tugasnya dengan sukarela dan ikhlas sehingga setiap 
tugas yang dijalankan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. 
 
2.5.   Pengawasan ( Controlling) 
Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui sampai seberapa 
jauh tingkat pencapaian atau tingkat penyelesaian dari suatu kegiatan dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi 
tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standart 
yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan proses untuk menjamin 
bahwa tujuan organisasi dan managemen dapat tercapai. Selain itu 
pengawasan juga berusaha mengetahui dan menghindarkan kemungkinan 
kesalahan dikemudian hari dan mencari upaya-upaya untuk mencegahnya. 
Semua fungsi manajerial akan menjadi tidak efektif apabila tidak ada 
pengawasan, karena di dalamnya terdapat kegiatan menemukan cara dan 
alat untuk meyakinkan bahwa apa yang direncanakan dapat dicapai dengan 
efektif. Menurut Robert J. Mockler dalam buku “Pengantar Managemen” 
bahwa : 
“Pengawasan managemen adalah suatu usaha sistematik untuk 
menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan 
nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan 
dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil 
tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 
sumber daya perusahaan dipergunakan dengan car efektif dan efisien 
dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”. (Yohanes Yahya, 
2006:134)  
 
Pendapat lain dikemukakan oleh T. Hani Handoko (1997:359) yang 
menyebutkan “Pengawasan  didefinisikan sebagai proses untuk menjamin 
bahwa tujuan-tujuan organisasi dan managemen tercapai. Hal ini berkaitan 
dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan direncanakan.” 
Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan 
organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang 
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
(Siagian, 2005:125) 
Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses penentuan 
apa yang akan dicapai yaitu standar apa yang akan dihasilkan, pelaksanaan, 
menilai pelaksanaan dan apabila perlu menerapkan tindakan korektif hingga 
pelaksanaanya sesuai rencana.  
Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat 
diketahui tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang 
direncanakan menjadi kenyataan, setidaknya menjamin agar semua 
pekerjaan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut Manullang dalam Lasa (2005:312-313), cara-cara 
pengawasan dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 
1. Pengawasan preventif (Preventive Controlling) yaitu pengawasan 
yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-
penyimpangan. 
2. Pengawasan korektif (Corective Controlling) yaitu pengawasan 
yang dijalankan apabila hasil yang diinginkan bervariasi. 
Berbagai instrumen pengawasan yang dapat digunakan dikemukakan 
oleh Sondang Siagian (2005:138) yaitu (1) standart hasil yang direncanakan 
untuk dicapai, (2) anggaran, (3) data-data statistik, (4) laporan, (5) auditing, 
(6) observasi langsung. 
Dalam penelitian mengenai managemen penanganan perempuan dan 
anak korban KDRT di Kota Magelang ini menggunakan laporan sebagai 
instrumen pengawasan yang sesuai. Pengawasan dalam penelitian ini 
dilakukan oleh Walikota Magelang selaku Penasehat dari WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang dan juga dilaksanakan oleh Ketua Umum dan Ketua 
Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang terhadap para stakeholders 
agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam hal apapun 
terhadap tujuan yang telah ditetapkan bersama. Monitoring atau pengawasan 
ini dilakukan untuk mengontrol pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan 
dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT supaya dapat 
diketahui dan dipantau seberapa pelayanan yang diberikan untuk menangani 
perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang dapat bermanfaat 
membantu perempuan dan anak korban KDRT. 
 
3. Definisi Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang 
Kekerasan atau violence dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa 
Latin violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan merupakan 
sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang 
mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan atau martabat 
seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.  
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan diakses 22 Maret 2010, 16.49) 
Jenis kekerasan menurut Johan Galtung dalam Novri Susan 
(2009:111-117) antara lain : 
1. Kekerasan struktural : kekerasan yang terjadi karena adanya 
ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan 
manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 
2. Kekerasan kultural : kekerasan yang timbul dari permasalahan 
kebudayaan, ruang, simbolis dari keadaan masyarakat (agama, 
ideologi, bahasa, dan seni). 
3. Kekerasan langsung : suatu kerusuhan yang menyebabkan orang 
atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan 
kelompok lainnya atau karena adanya ancaman atau teror dari suatu 
kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis. 
Segala macam bentuk tindak kekerasan dapat dialami oleh siapapun, 
dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Jenis kekerasan yang sering dialami 
perempuan dan anak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
yang menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dijelaskan mengenai pengertian dari Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sendiri yaitu : 
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 
(http://komnasperempuan.or.id/wp_content/uploads/2009/07/uu-no-
23-2004-pkdrt-indonesia.pdf yang diakses 22 Maret 2010, 15.58) 
 
Beragam bentuk KDRT menurut Undang-Undang RI No. 23 Th. 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain : 
1. Kekerasan Fisik yaitu bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (pasal 6) 
2. Kekerasan Psikis yaitu bentuk perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang. ( pasal 7) 
3. Kekerasan Seksual yaitu bentuk perbuatan yang meliputi 
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
(pasal 8) 
4. Kekerasan Ekonomi adalah perbuatan penelantaran orang dalam 
lingkup rumah tangganya. 
Perempuan dan anak sebagai korban adalah orang yang mengalami 
kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang 
dimaksud lingkup rumah tangga adalah (a) suami, isteri, anak, (b) orang-
orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang 
disebut pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan (3) 
orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. 
Perempuan dan anak merupakan sebagian besar korban yang 
mengalami perilaku KDRT. Perempuan yang dalam Kamus Umum Besar 
Bahasa Indonesia adalah orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat 
menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui dan definisi anak 
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang 
Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan merupakan 
manusia yang sering dipandang sangat lemah oleh manusia lain sehingga 
selalu dijadikan obyek tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dan hal inilah yang menyebabkan perlunya penanganan dan pelayanan 
kepadanya. 
Dalam pemberian pelayanan terhadap perempuan dan anak memiliki 
prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut : 
a.   Menjaga kerahasiaan korban 
b. Asas tidak mengadili (non judgement) : perempuan dan anak 
korban kekerasan tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas 
kekerasan yang dialaminya karena mereka bukan pelaku. 
c. Membangun hubungan yang setara (egaliter) antara pendamping 
dan korban.  
d. Asas pengambilan keputusan sendiri: perempuan dan anak korban 
kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang 
dialaminya karenanya korban perlu dibantu dalam mengambil 
keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri. 
e. Asas pemberdayaan: setiap usaha yang diberikan harus dapat 
menguatkan perempuan dan anak korban yang didampinginya. 
f. Asas bekerjasama dalam relasi setara.  
    (http://lrc-kjham.blogspot.com/2009/08/mengapa-layanan-terpadu-
perlu-bagi.html diakses 1 November 2009, pukul 11.35) 
Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan dan 
anak antara lain:  
1. Faktor kemiskinan menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi 
keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.  
2. Masih kuatnya nilai budaya lokal yang memposisikan orangtua 
sebagai satu kekuasaan yang membuat orangtua merasa punya hak 
penuh terhadap anaknya serta posisi laki-laki atau suami sebagai 
pemegang posisi terkuat dalam keluarga.  
3. Masih kuatnya anggapan bahwa istri dan anak adalah anggota dan 
milik keluarga sehingga apapun urusan masalah mereka adalah 
urusan internal yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar.  
4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran para orangtua akan 
hak-hak anak yang perlu dipenuhi.  
5. Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dipaksakan 
karena beberapa sebab, menjadikan ketidaksiapan pasangan baru 
ini baik dari segi pengetahuan maupun cara-cara mendidik anaknya 
secara baik dan benar tanpa tindak kekerasan. (Jurnal Legislasi 
Indonesia vol. 5 No. 3 September 2008 diakses 2 Oktober 2009 
pukul 4.12) 
Bentuk-bentuk KDRT sering menimbulkan dampak yang sangat 
beragam kepada perempuan dan anak sebagai korban. Dampak tersebut 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Dampak Fisik 
Berdampak pada kondisi fisik seperti mengalami luka yang bisa 
hilang(temporer), luka yang membekas, cacat tubuh, bahkan hingga 
kematian. 
2. Dampak Psikologis 
Akibat kekerasan yang berulang dialami, secara psikologis korban 
akan merasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, merasa bersalah, 
gagal, ketakutan, tegang, tidak percaya diri, dan selalu 
menyalahkan diri sendiri bahkan dapat mengakibatkan gangguan 
kejiwaan berat. 
3. Dampak Sosial-Ekonomi 
Korban akan merasa malu dan kemudian akan menghindar, tidak 
mau bergaul, dan tidak mau lagi aktif di kegiatan-kegiatan sosial. 
KDRT juga memberikan dampak secara ekonomi, pasangan yang 
menelantarkan korban, maka korban tidak punya uang, tidak dapat 
bekerja, selain itu KDRT dapat mempengaruhi peran perempuan 
atau istri sebagai orangtua karena permasalahan KDRT akan 
membuat perempuan lebih sensitif dan akan mudah marah kepada 
anak. (Anita, 2009:8) 
Dalam lingkungan masyarakat, tak jarang sulit sekali mengungkap 
adanya kejadian KDRT. Hal yang menyebabkannya antara lain : 
1. Masih redahnya kesadaran untuk berani melapor terutama dari 
pihak korban.Kecemasan korban yang takut berurusan dengan 
polisi, atau aparat hukum lain, karena takut permasalahannya 
menjadi panjang dan kemudian melibatkan banyak orang. 
2. Masalah budaya, di Indonesia hampir sebagian besar 
masyarakatnya menganut sistem patrilineal, yang mengutamakan 
peran laki-laki dalam rumah tangga. Hal ini dapat menjadi kendala 
yang sangat besar bagi penanganan kasus KDRT. Apalagi korban 
(biasanya istri), yang tidak bekerja dan sumber penghidupannya 
dari suami posisinya sangat lemah. Maka saat terjadi kasus 
kekerasan yang melibatkan suaminya, korban akan berpikir untuk 
tidak melaporkan suaminya. Hal ini seperti diungkapkan dalam 
Jurnal of Multicultural, Gender, and Minority Studies, Volume 3, 
Issue 1, 2009 diakses 25 Desember 2009, pukul 12.45 dari 
http://www.scientificjournals.org/journals2009/articles/1420.pdf 
yang menyebutkan bahwa : “Another factor that prevents female 
victims from proceeding with prosecution is the female victim’s 
financial reliance on the perpetrator’s resources.”.  
3. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh 
orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena 
akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah 
tangga.  
4. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk 
merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri 
bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang 
dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon 
lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian 
korban untuk keluar dari masalahnya. 
5. Kurangnya pengetahuan korban mengenai lembaga yang dapat 
memberikan bantuan terhadap permasalahan yang dialaminya. 
Dari berbagai persoalan KDRT yang dialami oleh perempuan dan 
anak yang sering menjadi korban, diperlukan adanya penanganan yang 
intensif agar korban dapat mengatasi persoalan yang dialaminya. Yang 
dimaksud dengan penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dimana perempuan (isteri) dan anak 
yang berada dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dan/atau 
ancaman kekerasan oleh anggota keluarga yang lainnya berhak memperoleh 
suatu perlindungan dari ancaman dan/ atau kekerasan dan mendapat 
pelayanan secara efektif apabila diketahui mengalami kekerasan. 
Managemen penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang adalah segala kegiatan 
mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, kordinasi, penggerakan,  
dan pengawasan dari beberapa upaya untuk menangani dan memberikan 
perlindungan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga di Kota Magelang baik berupa pemberian pelayanan terkait dengan 
pemulihan korban atau pendampingan secara medis, hukum, dan mental 
atau agama juga terhadap pencegahan kasus kekerasan khususnya kasus 
KDRT melalui lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai 
wujud kepedulian pemerintah, rumah sakit, kepolisian, dan tokoh 
masyarakat untuk membantu para korban KDRT di Kota Magelang yang 
mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. 
 
F.      KERANGKA BERFIKIR 
Kerangka pemikiran merupakan suatu uraian yang menjelaskan variabel-
variabel serta keterkaitan yang terumuskan dalam perumusan masalah. Kerangka 
pemikiran ini dapat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah 
penelitian serta dalam pemilihan konsep-konsep yang benar.  
Masalah KDRT yang terjadi menjadi perhatian penting pemerintah untuk 
ditangani. Melalui managemen penanganan perempuan dan anak korban KDRT 
ini diharapkan lebih dapat mensukseskan tujuan pemerintah mengurangi kasus 
KDRT yang ada di Kota Magelang serta pemberian pelayanan secara prima bagi 
perempuan dan anak korban kasus KDRT. 
 
 
Kerangka pemikiran pada penelitian ini akan penulis gambarkan sebagai 
berikut :    
Gambar I.1. 
Skema Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan pada gambar kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan 
bahwa banyaknya kasus KDRT yang masih terjadi di Kota Magelang dan kurang 
maksimalnya penanganan terhadap perempuan dan anak korban KDRT antara lain 
karena banyak korban yang belum mendapat perhatian dalam hal ini pelayanan 
yang maksimal dari Pemerintah Kota Magelang terkait dengan pemulihan korban, 
belum banyaknya kasus KDRT yang terungkap, serta banyaknya masyarakat yang 
belum mengetahui keberadaan lembaga tempat mengadu tentang tindak kekerasan 
yang dialami atau yang dilihat/didengar. Kurangnya sosialisasi menyebabkan 
masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan kemana mereka dapat melapor 
tindak kekerasan yang terjadi atau yang mereka lihat di sekitarnya, adanya 
1. Banyaknya korban kasus 
KDRT di Kota Magelang yang 
belum mendapat perhatian  
2. Meningkatnya kasus KDRT 
namun belum banyak yang 
terekspos 
3. Belum banyak masyarakat 
yang mengetahui keberadaan 
lembaga tempat mengadu 
Manajemen penanganan perempuan dan 
anak korban KDRT di Kota Magelang 
oleh WCC “Cahaya Melati” : 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Kordinasi 
4. Penggerakan 
5. Pengawasan 
Tepat sasaran dan tepat pemanfaatan 
pelayanan 
Menurunnya kasus KDRT di Kota Magelang dan pemberian 
pelayanan maksimal kepada perempuan dan anak korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga di Kota Magelang 
keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan kepengurusan serta 
pendampingan terhadap korban sehingga banyak korban yang belum mendapat 
cukup perhatian, dan kurang adanya kordinasi mendalam dalam setiap kegiatan. 
Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pelaksanaan fungsi-fungsi 
managemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kordinasi, penggerakan, 
dan pengawasan yang dilakukan oleh seluruh anggota dalam lembaga pemerintah 
itu sendiri. Melalui manajemen yang baik diharapkan pelayanan yang diberikan 
dapat tepat sasaran serta tepat dalam pemanfaatannya sehingga dapat tercapai 
tujuan yaitu berkurangnya kasus KDRT di Kota Magelang dan mampu 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada perempuan dan anak korban 
KDRT tersebut agar dapat melanjutkan kehidupannya yang sesuai dengan hak-hak 
asasinya. 
 
G.      METODE PENELITIAN 
   1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. 
Moleong, 2009:6). 
Berbagai tabel juga disajikan, tetapi hanya bersifat deskriptif untuk 
mendukung uraian kualitatif yang disajikan. Sebagian data bersifat kualitatif 
didasarkan pada pengamatan langsung ke obyek penelitian dan wawancara 
mendalam dengan sejumlah responden. Penelitian deskriptif kualitatif 
merupakan penelitian yang bertujuan mengkaji kasus-kasus tertentu secara 
mendalam dan menyeluruh. Selain itu, dalam penelitian ini juga bermaksud 
untuk memberikan gambaran/ mendeskripsikan mengenai managemen 
penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang, 
sehingga jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.  
 
2.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di WCC (Women Crisis Center) “ Cahaya 
Melati” Kota Magelang sebagai lembaga yang didirikan oleh Pemerintah 
Kota Magelang. yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepedulian 
terhadap persoalan perempuan dan anak korban KDRT serta untuk 
melakukan penanganan terhadap mereka dari ancaman dan/atau kekerasan. 
Alasan dipilihnya lembaga ini sebagai obyek penelitian adalah : 
a. Lembaga ini termasuk lembaga yang didirikan oleh Pemerintah 
Kota Magelang yang memberikan perhatian khususnya kepada 
perempuan dan anak korban kasus KDRT di Kota Magelang. 
b. Terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti berkaitan 
dengan manajemen penanganan perempuan dan anak korban kasus 
KDRT, terutama dikarenakan lembaga yang menangani merupakan 
lembaga yang resmi dibentuk oleh Pemerintah Kota Magelang 
bukan LSM/swasta. 
c. Dalam lokasi ini memungkinkan untuk memperoleh data-data yang 
dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
d. Belum adanya penelitian sejenis pada lokasi tersebut yang 
mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di lembaga WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang. 
e. Lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang merupakan 
lembaga yang memperoleh prestasi 3 kali berturut-turut dari 
Presiden dalam upaya pemberian layanan secara maksimal kepada 
perempuan dan anak. 
f. Lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang merupakan 
lembaga yang sangat mudah dijangkau oleh penulis. 
 
3.   Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi ke lokasi 
penelitian untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang kenyataan 
yang berhubungan dengan manajemen penanganan perempuan dan anak 
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Magelang.  
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman 
gambar (H.B. Sutopo, 2006: 75).  
Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya melakukan 
pengamatan mengenai fenomena-fenomena yang diteliti dengan tidak 
ikut dalam peristiwa atau kegiatan yang diamati secara langsung. Peneliti 
tidak termasuk obyek yang menjadi korban KDRT. Peneliti hanya 
mengamati bahwa di Kota Magelang banyak fenomena KDRT yang 
marak terjadi pada perempuan dan anak. Diperoleh data-data mengenai 
jumlah dan jenis kekerasan yang terjadi.  
b. Wawancara 
Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data. 
Menurut Lexy J. Moloeng (2009:186), wawancara adalah percakapan 
dengan maksud tertentu dimana percakapan tersebut dilakukan oleh 2 
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan yang diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan 
adalah teknik wawancara mendalam (indepth interview).  
Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka 
atau “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini 
dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak 
hal yang bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi 
secara lebih mendalam. Dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih 
berperan sebagai informan daripada sebagai responden (H.B. Sutopo, 
2006: 68-70). Wawancara ini dilakukan dalam waktu dan kondisi yang 
dianggap tepat guna mendapatkan kejelasan yang berkaitan dengan 
manajemen penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga di Kota Magelang dan untuk memperoleh data-data 
mengenai kasus KDRT di Kota Magelang. Peneliti melakukan 
wawancara dengan Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, 
pengurus lain yang terlibat dalam kerja WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang, masyarakat umum, anggota Kelurahan, serta perempuan dan 
anak korban KDRT di Kota Magelang. Peneliti menggunakan alat 
perekam dalam kegiatan wawancara yaitu handphone. 
c. Dokumentasi dan Arsip 
Dokumentasi secara tertulis dan arsip merupakan sumber data yang 
sering memiliki fungsi penting dalam penelitian kualitatif. (H.B.Sutopo, 
2006:80). Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber 
dari arsip/dokumen yang terdapat di instansi terkait yaitu dari WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang mengenai foto kegiatan, foto lokasi dan 
ruang, serta dari media massa yang pernah diterbitkan dan media 
internet. Data yang diperoleh mengenai data KDRT yang terjadi di Kota 
Magelang serta dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
managemen penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga di Kota Magelang seperti kegiatan sosialisasi dan 
pendampingan. Selain itu juga menggunakan data yang bersumber dari 
buku kepustakaan, hasil penelitian dan arsip/dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Buku-buku kepustakaan digunakan untuk 
mendapatkan data mengenai definisi dari managemen, perempuan dan 
anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lengkap serta hasil 
penelitian terdahulu mengenai Managemen Penanganan Masalah KDRT 
di lokasi yang berbeda. 
 
4.   Sumber Data 
 Data merupakan fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. Data 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan 
manajemen penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Informan atau narasumber, yang terdiri dari : 
a. Dra. Wulandari Wahyuningsih, MM (Ketua Harian WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang) 
b. Ibu Singgih (sekretaris WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang) 
c. Ibu Yulikah (anggota WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang) 
d. Ibu Sulistyorini (sekretaris WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang) 
e. Ibu Yulikah (perempuan korban KDRT Kota Magelang) 
f. Ibu Riyantini (perempuan korban KDRT Kota Magelang) 
g. Ibu Mariyanti Udi Astuti (anggota masyarakat) 
h. Ibu Atun (anggota masyarakat) 
i. Ibu Eko (pengurus salah satu Kelurahan di Kota Magelang) 
j. Putri (anak perempuan korban KDRT) 
2) Data lain diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, 
peraturan perundang-undangan, dan melalui media internet yang 
berkaitan dengan Managemen Penanganan Perempuan dan Anak 
Korban KDRT di Kota Magelang. Diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
a. Beberapa artikel mengenai data kasus kekerasan yang terjadi 
baik di Indonesia maupun di Kota Magelang. 
b. Surat Keputusan Walikota Magelang tentang kepengurusan 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. 
c. Leaflet tentang WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. 
d. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 
Sosial. 
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
g. Bagan struktur organisasi WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang dan mekanisme penanganan korban KDRT di Kota 
Magelang. 
h. Beberapa data internet tentang Jurnal Internasional dari 
Managemen dan KDRT, serta artikel-artikel terkait dengan 
KDRT. 
5.     Metode Penentuan Informan 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara selektif dengan menggunakan 
pertimbangan teoritis dan keingintahuan pribadi. Dalam penelitian ini 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. 
Dalam purposive sampling ini peneliti mempunyai atau memiliki 
kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap memiliki informasi 
yang berkaitan dengan permasalahannya secara mendalam dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam tahap 
pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai 
dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (H.B. 
Sutopo, 2006:64). 
Teknik ini untuk menentukan informan dari para pengurus dalam 
kelembagaan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. Peneliti memperoleh 
data secara langsung dari Ketua Harian Pelaksana WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang serta beberapa pengurus yang berwenang dengan 
penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
masyarakat umum, anggota Kelurahan dan dari korban kasus KDRT di Kota 
Magelang itu sendiri. 
 
6.  Teknik Analisis Data 
Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa 
interaktif dimana model ini mempunyai 3 komponen analisis, yaitu: reduksi 
data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya yang berbentuk 
interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam 
proses analisis terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan serta 
menentukan hasil akhir analisis, tiga komponen tersebut adalah: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 
abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam 
catatan lapangan (fieldnote). Penulis melakukan pemfokusan pada 
kasus KDRT yang ada di Kota Magelang sebagai lokasi terjadinya 
kasus KDRT. 
b. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 
dalam bentuk narasi lengkap, kalimat, gambar/skema, tabel 
maupun grafik yang disusun secara logis dan sistematis sehingga 
mudah dilihat, dibaca dan dipahami yang mempermudah 
melakukan penarikan simpulan.  
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari 
berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh 
setelah proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan 
benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan simpulan 
perlu verifikasi. Pada dasarnya makna data perlu diuji validitasnya 
supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya. 
(HB. Sutopo. 2006:114-116). 
Berikut disajikan gambar model analisis interaktif (H.B. Sutopo. 2006:120) 
yang digunakan dalam penelitian ini :                                   
Gambar 1.2. 
Model Analisis Interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
7.     Validitas data 
Untuk menjamin validitas data maka upaya peningkatan validitas 
data akan dilakukan dengan cara yang disebut triangulasi data, yakni 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding data itu (Lexy Moleong,2009:330).  
Menurut Patton (Lexy Moleong,2009:330-332) triangulasi dibagi 
menjadi 4 yakni : 
1. Triangulasi Sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek 
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 
2. Triangulasi metode, dengan menggunakan dua strategi: (1) 
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 
beberapa teknik pengumpulan data, (2) Pengecekan derajat 
Pengumpulan data 
Reduksi data Sajian data 
Penarikan 
simpulan/verifikasi 
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama; 
3. Triangulasi peneliti, yakni dengan memanfaatkan peneliti atau 
pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 
kepercayaan; 
4. Triangulasi Teori, yakni melakukan penelitian tentang topik yang 
sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa 
perspektif teoritis yang berbeda. 
 
Untuk meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan 
teknik trianggulasi data (trianggulasi sumber). Teknik trianggulasi ini 
memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data 
sejenis, hal ini berarti bahwa data yang sama/sejenis akan lebih mantap 
kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda (HB. 
Sutopo, 2006: 93). Peneliti berusaha menggali data dari sumber data yang 
berbeda yaitu dengan menggunakan beberapa informan yang berbeda. 
Penulis melakukan kroscek data dengan menggali informasi pada 
beberapa informan yang berbeda yaitu kepada Ketua Harian dan anggota 
pengurus lain dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, masyarakat 
umum, salah satu anggota kelurahan yang ada di Kota Magelang, dan 
perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
DESKRIPSI LOKASI 
A. Sejarah Singkat Terbentuknya WCC (Women Crisis Center) 
“CAHAYA MELATI”  Kota Magelang 
WCC (Women Crisis Center) “Cahaya Melati” Kota Magelang merupakan 
tempat pusat penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 
terjadi di Kota Magelang. WCC “Cahaya Melati” merupakan sebuah lembaga 
pendamping psikologis dan hukum yang secara langsung memberikan pelayanan 
kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk di dalamnya Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT). WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang ini 
dibentuk oleh Pemerintah Kota Magelang dalam rangka untuk menekan tindak 
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Magelang. WCC “Cahaya 
Melati” bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan anak sebagai korban 
kekerasan sehingga dapat mengenali masalah kekerasan yang dialaminya dan 
menentukan langkah-langkah untuk mengatasinya.  
Pembentukan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dilatarbelakangi oleh 
banyaknya kekerasan yang dialami perempuan dan anak baik berupa fisik, psikis, 
ekonomi maupun seksual yang ada di Kota Magelang. Selain itu penanganan 
secara preventif dan komprehensif oleh instansi pemerintah maupun masyarakat 
di Kota Magelang dirasakan belum optimal pelayanannya. 
Lembaga WCC “Cahaya Melati” yang kesekretariatan berada di Jalan 
Pahlawan Nomor 4 Telepon (0293) 362642 Magelang dan Jalan Veteran Nomor 4 
Telepon (0293) 362245 Fax 0293. 395910 didirikan oleh beberapa orang yang 
peduli terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan isu 
kesetaraan gender. Mereka itu adalah Ibu Kunsri (tokoh masyarakat), Ibu Dra. 
Wulandari, MM (Pemerintah Daerah), Ibu Diah Siti Basariah, SH, M.Hum 
(Pengadilan Negeri/Hakim), Ibu Astuti, SH (Kejaksaan Negeri/Jaksa), Ibu Budi 
Suwarni (Kepolisian) dan Bapak Mulyoto, SH (Pengadilan Negeri). Para pendiri 
tersebut tergerak membentuk sebuah lembaga yang dekat dengan permasalahan 
perempuan dan anak setelah mendapat pelatihan Kesetaraan Gender pada tahun 
2002 yang diadakan oleh Bapermasdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa), Pemda Provinsi Semarang. Para pendiri kemudian melaporkan dan 
memohon ijin kepada Walikota Magelang untuk mendirikan secara resmi lembaga 
untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian terbitlah 
Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 260/01/112 tanggal 14 Maret 2002 
mengenai pembentukan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.  
Sebagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak 
yang menjadi korban kekerasan di Kota Magelang, WCC “Cahaya Melati” 
berusaha mendekatkan diri dengan kliennya (korban) dengan motto: jangan 
takut, jangan sedih, karena kita adalah teman untuk berbagi kasih.  
 
 
 
 
 
 
B. Lambang Women Crisis Center (WCC) “CAHAYA MELATI” Kota 
Magelang 
Gambar 2.1. 
Lambang Lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
 
Lambang tersebut terdiri dari gambar buku, bunga melati dengan dasar hijau 
dan tulisan diatas warna merah WCC “Cahaya Melati”. Warna dan simbol-simbol 
itu memiliki makna yaitu bunga melati sebagai lambang kesucian, warna dasar 
hijau melambangkan suasana penuh kedamaian, lembaran buku berwarna coklat 
melambangkan adanya kebersamaan agar perempuan dan anak maju, mandiri, dan 
mampu menuju hidup yang lebih sejahtera untuk menanggulangi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak serta warna dasar merah menunjukkan harus 
adanya keberanian untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan yang 
penuh resiko. 
 
C. Dasar Hukum Dibentuknya Women Crisis Center (WCC) “Cahaya 
Melati” Kota Magelang   
Dasar hukum dibentuknya WCC (Women Crisis Center) “Cahaya Melati” 
Kota Magelang  adalah : 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak. 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 
4. Inpres Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Nasional. 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang  Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
 
D. Visi dan Misi Women Crisis Center (WCC) “Cahaya Melati” Kota 
Magelang   
VISI : mengupayakan dan menjadikan satu-satunya tempat/lembaga yang 
dipercaya membangun keadilan dalam rangka penegakan hak-hak perempuan dan 
anak, sehingga dapat menjadi perempuan dan anak yang bermasa depan cerah 
demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.  
Untuk mewujudkan visinya tersebut, WCC Cahaya Melati mengemban 
misi: 
1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 
akan hak-haknya, 
2. melakukan sosialisasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 
akan hak-haknya, 
3. membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan yang 
berkelanjutan agar bermasa depan cerah,  
4. menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan 
perlindungan kepada perempuan dan anak, 
5. menggalang kebersamaan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender, 
6. Menjadikan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang  sebagai basis dari 
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Magelang. 
 
E. Tujuan WCC (Women Crisis Center) “Cahaya Melati” Kota Magelang   
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang  memiliki tujuan antara lain : 
1. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan prinsip-
prinsip HAM. 
2. Terinformasikannya hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum yang 
dapat melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. 
3. Terbebaskannya masyarakat dari berbagai tindak kekerasan pada 
berbagai aspek kehidupan. 
 
 
 
F. Prinsip Pelayanan WCC (Women Crisis Center) “Cahaya Melati” Kota 
Magelang Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 
1. Keadilan 
Acuan nilai untuk tidak membedakan layanan dalam memenuhi Hak 
dasar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu keadilan, 
kebenaran, dan pemulihan. 
2. Keterbukaan 
Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, 
tindakan layanan perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan 
dalam upaya pemenuhan hak korban termasuk di dalamnya pengolahan 
pendanaan. 
3. Keterpaduan 
Mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak 
korban kekerasan. 
4. Kesetaraan  
Penghormatan atas kesetaraan fungsi, peran, dan kedudukan masing-
masing lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak 
korban kekerasan. 
 
G. Program Kerja WCC (Women Crisis Center) “Cahaya Melati” Kota Magelang  
Tabel    II.1. 
PROGRAM KERJA WCC "CAHAYA MELATI" KOTA MAGELANG TAHUN 2009 
                 NO PROGRAM KEGIATAN SASARAN DANA JADWAL PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
Bidang 
Pengorganisasian 
dan Penguatan 
Kelembagaan  
Pemetaan data kekerasan 
Kantor WCC 
"Cahaya Melati" 
Kota Magelang 
 Rp      200.000  v v v v v v v v v v v v 
Memberikan penyuluhan mengenai 
perlindungan perempuan dan anak 
serta bagi para korban kekerasan 
yang dalam hal ini diutamakan untuk 
kaum perempuan dan anak di Kota 
Magelang 
Masyarakat   v v v v v v v v v v v v 
Pembuatan brosur, leaflet, dan film 
tentang KDRT serta dokumentasi 
kegiatan 
Pengurus WCC 
"Cahaya Melati" 
Kota Magelang 
 Rp   3.000.000  v v v v v v v v v v v v 
Membuka jaringan lokal global 
dengan membuat alamat web dan 
email 
Masyarakat luas   v v v v v v v v v v v v 
Penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat luas lewat media massa 
untuk mengubah image masyarakat 
bahwa tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak adalah 
tanggung jawab bersama 
Masyarakat 
  
 
 
 
 
 
          v v           
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Bidang Advokasi 
dan 
Pendampingan  
Penguatan kelembagaan sampai 
tingkat kelurahan 
17 kelurahan se 
Kota Magelang  Rp   2.000.000            v v           
Pelatihan untuk personil guna 
peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat (klien) 
Pengurus WCC 
"Cahaya Melati" 
Kota Magelang 
            v v           
Melaksanakan pelatihan bagi klien Masyarakat  Rp   2.000.000                v v v v v 
Memberikan bantuan unutk 
perempuan dan anak korban 
kekerasan untuk dapat lebih berdaya 
dalam pengambilan keputusan 
Masyarakat   v v v v v v v v v v v v 
Melaksanakan pendampingan ke 
lembaga terkait (Polisi, RS, 
Kejaksaan, dan Pengadilan) 
Masyarakat  Rp   1.000.000  v v v v v v v v v v v v 
3 
Pelayanan 
Pengaduan 
Bidang 
Konseling 
Membentuk support group agar klien 
merasa senasib dan dapat bangkit 
kembali menyongsong hari yang 
lebih baik 
Masyarakat 
(klien)   v v v v v v v v v v v v 
Memberikan konseling hukum dan 
psikologis kepada klien baik melalui 
telp, surat, maupun media lainnya. 
Masyarakat 
(klien)  Rp   1.000.000  v v v v v v v v v v v v 
Memberikan layanan dan rujukan 
untuk korban (klien) 
Masyarakat 
(klien)  Rp   2.500.000  v v v v v v v v v v v v 
Membuka kotak pengaduan dan 
menindaklanjuti hasil pengaduan 
dari masyarakat atau klien 
Pengurus WCC 
"Cahaya Melati" 
Kota Magelang 
  v v v v v v v v v v v v 
 
Membentuk kelompok anti 
kekerasan terhadap perempuan dan 
anak di tinglkat kecamatan dan 
kelurahan 
Masyarakat 
(klien)  Rp   2.000.000  v v v v v v v v v v v v 
Melaksanakan kunjungan rumah 
kepada klien 
Masyarakat 
(klien)  Rp   1.000.000  v v v v v v v v v v v v 
   Jumlah Dana    Rp 14.700.000                          Sumber : WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang
                                                                                
 
Sedangkan untuk Tahun 2010, WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang memiliki 
beberapa program dan agenda kegiatan sebagai berikut : 
1. Bidang Pengorganisasian dan Penguatan Kelembagaan 
a. Pembuatan film “Anak Indonesia Menatap Masa Depan” 
b. Pertemuan rutin forum anak 
c. Lomba Boneka anak 
d. Penyusunan AD ART, Perda, SOP penanganan KDRT anak dan 
perempuan 
e. Pendataan dan pembuatan data terpilah 
f. Mencetak leaflet 
g. Sosialisasi di semua kelurahan 
h. Menulis buku sistem informasi gender  dan anak 
2. Bidang Advokasi dan Pendampingan 
a. Pemberian ketrampilan, pendidikan dan pelatihan 
b. Pengembangan SDM anak 
c. Bantuan hukum dan pendampingan 
3. Bidang Pelayanan Pengaduan dan Konseling 
a. Pembuatan kelurahan gender 
b. Konseling 
 
 
 
           
            
     
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
Dalam bahasan berikut penulis akan menguraikan mengenai manajemen 
penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
di Kota Magelang oleh Women Crisis Center (WCC) “Cahaya Melati”. Sebagian data 
yang penulis peroleh berasal dari wawancara dengan beberapa pengurus yang 
tergabung dalam lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang serta beberapa 
orang yang secara langsung menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) di Kota Magelang. Pertanyaan dalam wawancara yang penulis lakukan 
berdasarkan pedoman wawancara. Berikut adalah hasil penelitian selengkapnya yang 
berhubungan dengan manajemen penanganan perempuan dan anak Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang.  
Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penyebab kekerasan yang terjadi di 
Kota Magelang yang dialami perempuan dan anak sangat beragam seperti karena 
pendidikan perempuan yang rendah, lingkungan sosial tempat pergaulan, 
perselingkuhan, pelecehan seksual, perkosaan dan hampir 80% karena faktor 
ekonomi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku 
Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut: 
“Kebanyakan kasus KDRT yang ada di Magelang itu karena kondisi ekonomi 
korban dan pelakunya mbak. Hampir 80 % kekerasan fisik yang dialami korban 
itu karena persoalan ekonomi rumah tangga yang minim. Persoalan lain 
biasanya karena perselingkuhan dan lingkungan pergaulan. Lingkungan yang 
 
           
            
     
biasa menganggap KDRT itu biasa, memukul itu biasa, mencaci itu biasa, maka 
oleh lingkungan sekitar pun persoalan KDRT dalam suatu keluarga juga akan 
dibiarkan saja. Selain itu untuk anak, kebanyakan kasus kekerasan dialami saat 
pacaran (KDP) tapi ada juga pelecehan seksual oleh keluarga dekat atau 
perkosaan”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
Dari beberapa sebab dan bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Magelang, 
banyak sekali kasus-kasus KDRT yang belum dapat terungkap dan ada juga korban 
yang belum secara maksimal dapat ditangani. Untuk itu peneliti akan menganalisis 
satu persatu dengan fungsi manajemen untuk mempermudah dalam proses analisa 
mengenai managemen penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang yang diuraikan sebagai berikut : 
1. Perencanaan 
Masalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang 
penanganannya telah diserahkan kepada WCC “Cahaya Melati” sebagai lembaga 
yang didirikan oleh Pemerintah Kota Magelang. Sasaran dari kegiatan yang dilakukan 
oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang selain perempuan dan anak korban 
KDRT, juga seluruh masyarakat Kota Magelang serta para stakeholders yang terlibat 
dalam kerja WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. 
Di dalam perencanaan terdapat aktifitas-aktifitas seperti penentuan visi, misi, 
tujuan, sasaran organisasi, dan kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. Dalam kelembagaan WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang, telah ditetapkan visi dan misi serta tujuan dari lembaga ini yang 
           
            
     
semuanya ditujukan untuk membantu para perempuan dan anak dari korban 
kekerasan yang terjadi di Kota Magelang termasuk didalam Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT). WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang telah menyusun program-
program yang berkaitan dengan penanganan terhadap korban KDRT diantaranya 
program bidang pengorganisasian dan penguatan kelembagaan, bidang advokasi dan 
pendampingan, dan program bidang pelayanan pengaduan serta konseling. Dari 
beberapa program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan seperti memberikan 
penyuluhan mengenai perlindungan bagi para korban kekerasan yang dalam hal ini 
diutamakan untuk kaum perempuan dan anak di Kota Magelang, pembuatan brosur, 
leaflet, dan film tentang KDRT serta dokumentasi kegiatan, penguatan kelembagaan 
sampai tingkat kelurahan, penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas lewat 
media massa untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, dan masih banyak 
yang lain. 
Dalam perencanaan sebelum dibentuknya WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang terdapat kegiatan yang cukup penting untuk direncanakan dan 
dilaksanakan secara bersama yaitu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan 
perencanaan anggaran untuk kegiatan penanganan perempuan dan anak korban 
KDRT di Kota Magelang.  
           
            
     
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang didirikan karena dirasa perempuan dan 
anak yang mengalami KDRT itu hanya dapat diam, menyimpan kegelisahan dan 
ketakutannya sendiri. Mereka tidak mengetahui kemana harus mengadukan hal yang 
dialaminya, apa manfaat apabila melapor, dan selalu berpikir panjang untuk 
melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut ditegaskan dengan 
pernyataan Ibu Dra. Wulandari,MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kenapa dulu kita itu membangun WCC “Cahaya Melati” itu karena dulu 
perempuan dan anak yang jadi korban itu kebanyakan hanya diam kalau 
mendapat perlakuan kekerasan. Terus kita mengadakan observasi ke lapangan, 
ternyata kebanyakan orang terutama para korban KDRT itu gak tahu kemana 
mereka harus mengadu, untungnya apa kalo mengadu, dll kemudian akhirnya 
diputuskan untuk membentuk WCC “Cahaya Melati” bersama dengan beberapa 
pengurus dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit dan Tokoh 
Masyarakat. Selain itu juga dulu ketika konferensi IV di Beijing, itu kekerasan 
jadi topik di seluruh dunia yang harus ditanggulangi dan Indonesia sudah 
meratifikasinya ke UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala 
diskriminasi perempuan terus kemudian baru ada UU anti KDRT tahun 2004 
itu makanya kita akhirnya berani minta ijin ke Walikota Magelang”. 
(Wawancara, 16 April 2010) 
 
Dalam perencanaan terkait dengan dana kegiatan penanganan korban oleh 
WCC “Cahaya Melati” telah memiliki kesepakatan dengan pihak Pemerintah Kota 
Magelang untuk bersama-sama memenuhi kepentingan korban. Oleh karenanya, 
semua biaya yang digunakan untuk penanganan korban KDRT ditanggung oleh 
Pemerintah Kota Magelang. Selain itu, WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang juga 
difasilitasi oleh Pemerintah tempat khusus untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
           
            
     
oleh WCC “Cahaya Melati” seperti ruang pelayanan yakni ruang konseling, 
hypnoterapi (penguatan mental), dan untuk kegiatan rapat pengurus. Ada juga 
fasilitas kendaraan berupa satu buah mobil untuk mengantar dan menjemput korban 
ketika akan memperoleh fasilitas kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, visum dan 
fasilitas kesehatan lain yang seluruhnya masuk ke dalam tagihan Pemerintah Kota 
Magelang. WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang tidak pernah menginginkan dana 
segar berupa uang, hal ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari yang 
tidak diinginkan seperti persoalan dana yang tidak terbuka dalam pengelolaannya. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Untuk permasalahan anggaran, semuanya ditanggung Pemda Magelang mbak. 
Jadi semua biaya untuk korban itu gratis. Lihat saja, beberapa lembaga 
pendamping korban KDRT gak ada lho yang semuanya gatis. Kebanyakan ada 
biaya tersendiri. Minimal itu bisa 10 ribu kalau gak pembayaran sukarela. Tapi 
ada juga sih yang gratis, tapi itu terlalu banyak prosedur yang dipenuhi sama 
korban kan kasian. Kayak harus memiliki surat miskin, kalau gak suruh 
menyertakan slip gaji. Banyaklah. Makanya WCC ini satu-satunya pelayanan 
korban KDRT yang gratis lho mbak tapi kita juga gak pernah mau terima uang 
mbak. Semua yang kita terima itu berupa fasilitas seperti makanan, minuman, 
dan lain-lain untuk rapat-rapat. Kecuali dana kalau buat kegiatan WCC seperti 
untuk sosialisasi atau cetak leaflet. Kan gak lucu kalau nanti orang tahunya 
pengurus WCC itu mau jadi pengurus karena duitnya banyak. Pandangan orang 
juga berubah buruk”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Ketika korban mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, korban juga 
tidak akan dipungut biaya, hal ini karena Rumah Sakit yang ditunjuk untuk 
membantu pemberian pelayanan kepada korban KDRT tersebut adalah rumah sakit 
           
            
     
rujukan dari provinsi yang mendapat bantuan dari provinsi Jawa Tengah. Hal itu 
seperti diungkapkan oleh  Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Dulu ya mbak, pernah ada korban yang datang langsung ke RSU Tidar 
Magelang, nanti disana juga bisa langsung ditangani kalau korbannya itu 
menderita sakit atau terluka. Untuk biaya di RSU semuanya gratis mbak karena 
RSU itu dapat bantuan dari Provinsi. Biasanya yang gratis itu untuk visum, 
biaya rawat, psikiater, bahkan untuk Hypnoterapi atau penguatan mental. 
Visum yang biasanya dikenai biaya 40 ribu, untuk korban KDRT jadi gratis 
terus biaya rawatnya juga gratis mbak tapi memang kelas rawatnya itu standar 
ya jadi gak VIP tapi juga gak kelas ekonomi. Tapi kalo korbannya itu orang 
yang menengah ke atas biasanya mereka minta pindah kelas ke kelas yang VIP 
atau yang lebih baguslah istilahnya. Tapi itu pake biaya sendiri. Tapi kalo para 
pengusaha atau golongan orang menengah ke atas itu menginginkan pelayanan 
yang biasa, maka biayanya pun gratis”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Untuk anggaran pada tahun 2010 ini belum didapat oleh WCC  “Cahaya 
Melati” Kota Magelang karena anggaran untuk tahun 2010 ini belum diberikan oleh 
Pemerintah Kota Magelang. Namun, pada tahun sebelumnya, WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang memperoleh dana operasional sebesar 15 juta dari Pemerintah. Hal 
ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari selaku Ketua Harian WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Untuk tahun ini anggaran tahun 2010 belum ada, belum diberi gitu mbak, eh 
gak tahu diberi tidak. heeeee. Sementara baru kita urus administrasinya. Tapi 
untuk tahun 2008 kemaren kita dapat dana itu sekitar 10 Juta untuk pelayanan 
ke korban, trus tahun berikutnya tahun 2009 kita dapat 15 juta, ya termasuk 
gedung WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sekarang. Terus untuk 
kebutuhan sarana prasarana juga seperti komputer, taplak, gorden, perbaikan cat 
gedung, tempat shelter. dan masih banyak lagi. istilahnya bukan anggaran mbak 
tapi dana operasional”. (Wawancara, 16 April 2010) 
           
            
     
 
Ditanyakan pada kesempatan yang berbeda, tahun 2010 ini WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang memperoleh dana dari pos Walikota khusus untuk kegiatan 
penanggulangan bencana, dan kesejahteraan masyarakat termasuk korban kekerasan, 
sebesar 25 Juta dan dana ini rencananya akan digunakan untuk kegiatan konseling 
dan sosialisasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra Wulandari selaku 
ketua harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Tahun 2010 ini kita dapat dana dari pos Walikota itu sebesar 25 juta mbak, itu 
rencananya kita akan gunakan buat sosialisasi dan konseling. Rencananya 
untuk tahun 2010 ini kita nanti akan adakan sosialisasi mulai tanggal 21 Mei 
ini, dan sebagian kita gunakan kemaren untuk pelatihan klien (korban)”. 
(Wawancara, 19 April 2010) 
 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang selalu mempunyai target dalam setiap 
penanganan terhadap perempun dan anak korban KDRT. Hal ini dilakukan agar 
pelayanan kepada korban tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 
sehingga dapat bermanfaat. WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang  juga memiliki 
sistem layanan 24 jam kepada klien (perempuan dan anak korban KDRT). Hal ini 
seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari selaku Ketua Harian WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu juga punya layanan 24 jam mbak kan KDRT itu bisa terjadi kapan 
saja. Gak kenal waktu istilahnya. Orang-orang yang dapat dihubungi oleh para 
korban sewaktu-waktu itu juga harus ada. Itu antara lain saya sendiri, 
Wulandari selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, Bu 
           
            
     
Budi dari Polres Magelang, Bu Astuti, dan Ibu Dwi Lestari”. (Wawancara, 16 
April 2010) 
 
Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Magelang 
memiliki kepedulian yang sangat besar dalam menangani perempuan dan anak 
korban KDRT karena dengan didirikannya lembaga mandiri yang dibentuk secara 
resmi oleh Pemerintah Kota Magelang yakni WCC “Cahaya Melati” ini dan dalam 
penanganannya terhadap korban tidak adanya pemungutan biaya apapun. 
Dalam kegiatan perencanaan ketika dibentuknya WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang, tidak hanya persoalan dana yang penting untuk kegiatan penanganan, 
namun WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam perencanaannya juga 
melakukan rencana dalam kegiatan sosialisasi. Sosialisasi merupakan tahap awal 
dalam memasyarakatkan adanya lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
kepada berbagai pihak yang terkait baik di tingkat Rumah Tangga (RT), Dasawisma, 
Kelurahan, PKK Kota, Kecamatan, dan pihak lainnya agar masyarakat dapat mengerti 
dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun 
pelaksanaannya. Selain itu sosialisasi dilakukan guna memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat umum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
Dengan mengetahui adanya lembaga WCC “Cahaya Melati” diharapkan perempuan 
dan anak korban KDRT yang ada di Kota Magelang memiliki keberanian untuk 
melaporkan apabila mengalami tindakan kekerasan dan bagi masyarakat umum dapat 
           
            
     
membantu sesama maupun lembaga pemerintah untuk menangani KDRT di Kota 
Magelang. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Dra. Wulandari, MM selaku 
Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita sosialisasi itu wajib dilakukan mbak. Untuk tahun ini rencananya kita 
akan sosialisasi lagi mulai Bulan Juli, Agustus, September ke semua kelurahan 
yang ada di Magelang. Kita ada jadwalnya sosialisasi kok. Tapi untuk 
sosialisasi ke kota, itu kita lakuin secara rutin yang dihadiri POKJA, vocal point 
gender, SKPD Kota Magelang, tokoh masyarakat, perwakilan PKK, dan 
gabungan organisasi wanita (GOW)”. (Wawancara, 19 April 2010). 
 
Pemberian materi sosialisasi dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung 
dalam tim WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang seperti dari Pengadilan Negeri, 
pengacara, kejaksaan, kepolisian, tokoh masyarakat, dari pemerintahan, serta dari 
kalangan akademisi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Dra. Wulandari, 
MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut: 
“Kita itu punya tim sosialisasi sendiri antara lain itu ada Ibu Margowati, M.Kes 
itu dari akademisi dari UMM Magelang, ada Bu Titik Iriyanti, SH, MHum dari 
Pengadilan Negeri, ada Pak Febri Hartanto, SH, MH dari kejaksaan, terus ada 
Bu Budi Suwarni dari Polres Magelang, ada Saya sendiri Wulandari dari 
PEMDA Magelang, trus masih ada Pak Bambang Tjatur Iswanto, SH, MHum 
dari kelompok pengacara. Biasanya yang melakukan sosialisasi tim intinya itu, 
tapi juga dibantu sama yang lain juga”. (Wawancara, 19 April 2010) 
 
Diharapkan dengan adanya tim sosialisasi tersebut, sosialisasi akan lebih efektif 
dilakukan dan hasilnyapun dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. 
Sosialisasi berpengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang untuk menangani perempuan dan anak korban 
           
            
     
KDRT di Kota Magelang. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran akan 
pentingnya keberadaan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dan dapat 
memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh WCC “Cahaya Melati” baik pelayanan 
medis, psikis, religius, maupun hukum. Dengan menjalin kerjasama dalam WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang ini diharapkan dapat memperkuat managemen 
internal WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang itu sendiri. Dengan kegiatan 
sosialisasi ini juga, diharapkan  masyarakat luas dapat mengetahui bahwa persoalan 
KDRT bukan merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi, tapi harus segera 
ditangani bahkan dicegah karena KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
dan Undang-Undang. 
Kegiatan sosialisasi WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dilakukan melalui 
media yang sangat beragam seperti via siaran di radio-radio yang ada di Kota 
Magelang yaitu Magelang FM, Ova Radio, dan Musvia radio milik Polres Kota 
Magelang. Di radio tersebut biasanya tim WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
juga melakukan kampanye-kampanye anti KDRT dan membuka konsultasi terbuka 
bagi masyarakat terkait dengan persoalan kekerasan yang dialami, didengar atau 
dilihat. Selain radio, sosialisasi juga dilaksanakan dengan cara penyebaran leaflet, 
pembuatan payung, kalender, dan buletin WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
yang di dalamnya terdapat substansi mengenai KDRT diantaranya hukuman bagi 
pelaku KDRT, nomor yang dapat dihubungi apabila mengalami atau melihat tindakan 
           
            
     
KDRT, tujuan-tujuan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, dan masih banyak lagi. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Masalah sosialisasi, kita itu ada siaran radio mbak, lewat Magelang FM, Ova 
Radio, Musvia radio punya Polres Magelang. Di radio itu biasanya tim WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang, atau biasanya saya yang mengisi itu 
melakukan kampanye-kampanye anti KDRT dan juga selalu ada sesi konsultasi 
terbuka. Itu biasanya yang banyak telepon itu anak-anak atau remaja yang 
bermasalah dengan pacarnya. Selain lewat radio kita juga cetak leaflet buat 
sosialisasi, trus tiap ada korban yang datang atau konseling itu kita kasih 
souvenir payung dan kalender. Maksudnya dikasih payung itu, kan kalau 
payung itu, mau kepanasan atau kehujanan bisa dipakai, dan bisa diliat semua 
orang juga kan. Di payung itu kan penuh dengan tulisan tentang WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang, Contac Person, semua tentang KDRT, jadi lengkaplah. 
kan kalau dipakai, orang lain bisa baca juga. Itu di payung ada tulisan jangan 
lakukan KDRT anak, anda yang mengalami KDRT hubungi nomor ini, 
kemudian anda lakukan KDRT, akan dapat hukuman ini, dan lain-lain. Kita 
juga membuat buletin Cahaya Melati yang dibuat oleh ahli komputer, itu biar 
bisa dibaca semua orang”. (Wawancara, 16 April 2010). 
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sulistyorini selaku pengurus lain dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu mbak kalau sosialisasi itu juga lewat radio pernah. Itu kadang Bu 
Wulan juga kampanye di radio itu, terus Bu Wulan juga sering membuka sesi 
konsultasi terbuka seputar kekerasan yang pernah dialami atau dilihat, dan 
kebanyakan malah remaja-remaja yang telepon, yah seputar kasus dengan 
pacarnya gitu”. (Wawancara, 3 Mei 2010) 
 
Sosialisasi juga dilakukan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang  melalui 
penyuluhan-penyuluhan untuk guru dan murid-murid di sekolah-sekolah yang ada di 
Kota Magelang seperti di beberapa Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, sampai tingkat 
SMA bahkan hingga tingkat lansia. Tema-tema yang diberikan dalam sosialisasi itu 
           
            
     
juga sangat beragam, karena WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang tidak hanya 
ingin menangani satu masalah tentang KDRT tapi juga semua masalah yang 
menyangkut persoalan perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, untuk 
pembahasan ini, beberapa tema sosialisasi yang relevan dengan KDRT antara lain 
tentang UU Perkawinan, UU anti KDRT, masalah-masalah dalam Rumah Tangga, 
dan masih banyak lagi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Dra. Wulandari, 
MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut: 
“Kita juga sosialisasi ke TK, SD, SMP sampai SMA mbak yang ada di Kota 
Magelang. Nah untuk tema sosialisasi itu kita banyak banget mbak. ada 
sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kesehatan Reproduksi, 
Konseling-konseling, Trafficking, Aplikasi tindak pidana,  Penguatan ekonomi 
perempuan, managemen usaha perempuan korban KDRT, Undang-Undang 
perkawinan, masalah-masalah KDRT, Hypnoterapi, Kiat-kiat menghindari 
KDRT, diskusi-diskusi dengan wartawan tentang KDRT, dan masih banyak 
lagi. Bahkan kalau pas sosialisasi kita itu juga mengadakan kegiatan buat 
tambahan ketrampilan ibu-ibu seperti buat kue bareng-bareng, masak-masak, 
dan lain-lain. Kita juga melatih jiwa kewirausahaan perempuan biar perempuan 
itu tahu cara berusaha sendiri, membuat ijin usaha sendiri dan cara melakukan 
pemasarannya, jadi gak tergantung ma suaminya”. (Wawancara, 16 April 
2010). 
 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang juga sering mengadakan dan terlibat 
langsung pada beberapa kegiatan seminar-seminar yang berkaitan dengan perempuan 
dan anak baik yang dilaksanakan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sendiri 
maupun oleh Badan Pemberdayaan Mayarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kota Magelang. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Dra. Wulandari, MM 
selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut: 
           
            
     
“Kita selain sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, lewat radio atau leaflet kita 
juga ada seminar. Seminar itu biasanya yang ngadain dari dinas pemerintahan. 
Yang pernah dilakukan itu seperti seminar Pengarusutamaan gender, ada lagi 
tentang perlindungan anak yang kita pernah adakan dulu di Bakorwil Pendopo 
Kedu Magelang, ada juga lomba-lomba sosiodrama tentang KDRT, itu dulu 
yang maen juga ada yang dari WCC .” (Wawancara, 19 April 2010) 
 
Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi yang 
dilakukan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang baik tentang kelembagaan 
WCC itu sendiri maupun semua tentang persoalan KDRT terhadap masyarakat sudah 
cukup baik, baik informasi yang disampaikan melalui penyuluhan, leaflet, atau media 
lain sudah cukup variatif, komunikatif dan informatif. Hal ini diungkapkan oleh salah 
seorang warga yang menjadi korban KDRT yang pernah mengikuti salah satu 
kegiatan sosialisasi yang tinggal di Kelurahan Wates. Hal tersebut diungkapkan oleh 
salah satu korban KDRT yang bernama ibu Yulikah dari Kelurahan Wates Kota 
Magelang sebagai berikut : 
“Dulu saya pernah ikut sosialisasi yang diadakan oleh WCC. Waktu itu di 
Gedung Wanita. Sosialisasi yang diadakan untuk perwakilan dari setiap 
kelurahan itu lho mbak. Dulu yang ngisi sosialisasi juga Bu Wulan dari WCC 
itu kok. Dulu saya tahu tentang WCC juga dari sosialisasi itu. Kalo isinya ya 
baguslah, saya juga bisa mudeng kok”. (Wawancara, 24 April 2010). 
 
Dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa sudah cukup banyak informasi 
yang tersebar tentang WCC “Cahaya Melati” dan persoalan KDRT di Kota 
Magelang. Selain itu media yang digunakan untuk sosialisasi juga sudah beragam. 
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
           
            
     
diharapkan dapat memberikan keberanian dan pengetahuan kepada masyarakat pada 
umumnya dan perempuan dan para orang tua yang anaknya mengalami KDRT agar 
memiliki keberanian untuk melapor apabila melihat, mendengar bahkan mengalami 
KDRT, dan para korban tersebut dapat melaporkannya ke WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang. Namun, dalam hal sosialisasi dan pendanaan masih terdapat 
beberapa kendala. Sosialisasi yang tadinya ditujukan untuk laki-laki, sebagai orang 
yang cenderung melakukan tindak KDRT, justru jarang bahkan tidak ada yang hadir 
ketika sosialisasi diadakan di daerahnya. Tidak ada laki-laki sebagai perwakilan dari 
masyarakat yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Lebih banyak 
perempuan yang berantusias mengikuti sosialisasi daripada laki-laki. Padahal 
sebenarnya sasaran WCC “Cahaya Melati” itu justru laki-laki karena hampir sebagian 
besar KDRT dilakukan oleh laki-laki dalam lingkup ini suami dan ayah.. Selain itu 
sosialisasi dirasakan belum maksimal karena ternyata ada beberapa orang yang belum 
mengetahui keberadaan lembaga WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. Hal ini 
seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita kan tahu, pelaku KDRT itu hampir 80 % itu laki-laki, tapi kalo kita 
mengadakan sosialisasi atau penyuluhan itu kebanyakan yang datang malah 
perempuan, padahal sebenarnya sasaran kita laki-laki. Kan laki-laki itu orang 
yang sering melakukan KDRT. Memang sih kebanyakan dari pihak 
Kelurahannya sendiri itu mengundangnya ibu-ibu”. (Wawancara, 16 April 
2010) 
 
           
            
     
Untuk mengatasi masalah ini, WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang untuk 
tahun ini, akan mengkhususkan undangan sosialisasi diperuntukkan laki-laki. Adanya 
kewajiban bagi ketua RT atau Kelurahan untuk mengirimkan warga laki-laki ke acara 
sosialisasi yang diadakan oleh WCC “Cahaya Melati”. Hal ini ditegaskan oleh Ibu 
Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut : 
“Tapi untuk masalah itu, kita sudah punya cara sendiri kok mbak. Mungkin 
baru tahun ini, kita akan mengkhususkan undangan buat laki-laki. Nanti di 
undangannya itu, kita tulis buat perwakilan warga laki-laki. Biar jelas mbak. Ya 
biar yang datang itu sesuai dengan sasaran ya meskipun pasti banyak juga 
perempuan yang akan datang”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
Masalah kurang meratanya sosialisasi yang dilaksanakan juga menyebabkan 
sulit terungkapnya kasus KDRT di Kota Magelang. Hal ini seperti diungkapkan oleh 
Ibu Riyantini, korban KDRT di Kota Magelang sebagai berikut : 
“Saya gak tahu tu mbak soal WCC. Dulu memang ada sosialisasi tentang 
KDRT, tapi kalo WCC saya kurang tahu. Dulu saya pas mengalami KDRT juga 
lapornya ke polisi soalnya. Baru tahu WCC itu karena dikasih tahu tetangga 
saya dan waktu itu, saya kenal orang yang gak sengaja ternyata pengurus 
WCC”. (Wawancara, 24 April 2010) 
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota Kelurahan di Kota 
Magelang yang bernama Ibu Eko yang menyatakan sebagai berikut : 
“Kalau sosialisasi soal KDRT dulu pernah ada mbak. Tapi kalau soal WCC 
saya kurang tahu. Saya rasa belum pernah ada. Saya belum denger tuh mbak.” 
(Wawancara, 26 April 2010) 
 
           
            
     
Sosialisasi yang belum merata juga dirasakan oleh masyarakat umum. Hal ini 
dijelaskan oleh Ibu Atun seorang wiraswasta sebagai berikut : 
“Wah mbak saya gak tahu tuh soal WCC. Belum pernah denger malahan. Kalau 
persoalan KDRT saya pernah mengikuti sosialisasinya di sini tapi ya yang 
dijelaskan gak sebegitu rinci. Gak ada tentang WCC “Cahaya Melati” itu”. 
(Wawancara, 26 April 2010) 
 
Masalah mengenai sosialisasi juga diungkapkan oleh seorang anak korban 
KDRT di salah satu Kelurahan di Magelang bernama Putri sebagai berikut : 
“Dulu aku itu dipukul mbak sama bapak. Terus bapak sering banget marahi 
aku. Sampe akhirnya aku gak tahan terus ta laporkan ke polsek situ mbak. Kalo 
WCC aku gak tau mbak. Aku kan cuma anak sekolah ya gak tau gitu-gitu. Dulu 
aku lapor juga di Polsek depan sekolah, tapi sekarang laporannya ta cabut kok.” 
(Wawancara, 26 April 2010) 
 
Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi yang 
dilaksanakan memang sudah cukup baik dilihat dari media sosialisasi yang beragam 
sehingga informasinya menyebar ke semua lapisan masyarakat bahkan lingkungan 
anak-anak yang rentan dengan tindakan KDRT. 
Seberapa efektif sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang, namun semuanya tergantung pada kondisi dan keinginan korban 
KDRT itu sendiri. Kebanyakan masyarakat atau korban sendiri masih enggan untuk 
melapor bila melihat atau mengalami tindak kekerasan. Adanya keengganan korban 
KDRT untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena tidak mau 
berurusan dengan proses hukum yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang 
           
            
     
lama. Sebelum melaporkan, banyak orang juga takut akan mengeluarkan uang banyak 
dan menganggap aparat penegak hukum tidak mau membantu menangani kasus. 
Alasan lain yang muncul, karena kasus KDRT dianggap mencemarkan nama baik 
keluarga dan aib bagi lingkungan, sehingga masyarakat ataupun korban kekerasan itu 
sendiri cenderung memilih tidak melaporkan pada yang berwajib dan menyelesaikan 
kasus secara damai antara keluarga korban dan pelaku. Apalagi isteri yang dibebani 
adanya anak. Isteri ketakutan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dia dan 
anaknya karena selama ini mereka menjadi tanggungan suaminya. Dengan semua 
permasalahan tersebut, maka sosialisasi juga dirasakan menjadi kurang efektif. Hal 
ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Sebenarnya kita juga kesulitan kalo masih banyak korban yang gak mau 
melapor karena nantinya mau diproses, prosesnya juga sulit. Apalagi kalo 
lingkungan sudah nganggep KDRT itu hal biasa, maka satu RT bisa gak ada 
yang melapor kalau ada KDRT disekitarnya. Kita sosialisasi seperti apapun, 
kalau korbannya sendiri gak pengen melapor kan apa boleh buat. Ya gimana ya, 
itu sudah budaya. Yang namanya budaya kan susah diubah”. (Wawancara, 16 
April 2010). 
 
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ibu Sulistyorini selaku pengurus lain dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kalau masalah sosialisasi itu mbak, kita merasa memang belum efektif. Tapi 
saya rasa, sosialisasi yang seperti apapun, kalau korbannya sendiri enggan 
lapor, kan juga sama saja. Saya sendiri ada tetangga saya yang alami KDRT, 
tapi saya juga mau lapor, takut dianggap ikut campur. Serba salah juga. Sudah 
saya kasih dorongan dan saya ajak bicara untuk melapor, tapi tetap tidak mau, 
terus gimana itu”. (Wawancara, 3 Mei 2010) 
           
            
     
 
Hal senada disampaikan oleh Ibu Mariyanti seorang Pegawai Negeri Sipil yang 
memberikan pendapatnya sebagai berikut : 
“Saya sendiri kalau seumpamanya mendapat perlakuan KDRT dari suami juga 
gak akan lapor kok. Kalau bisa dibicarakan dulu gimana jalan keluarnya. Saya 
terus terang juga akan malu kalau seandainya masalah rumah tangga diketahui 
orang lain.” (Wawancara, 23 April 2010) 
 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal perencanaan, baik 
perencanaan pendanaan maupun terkait dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. 
Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti sosialisasi yang belum merata, 
namun sejauh ini, masih dapat ditangani oleh pihak WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang yang tentunya dengan bantuan semua pihak. Terkait dengan adanya 
pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang, hal ini membuktikan 
bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki kepedulian yang sangat besar dalam 
menangani perempuan dan anak korban KDRT karena dengan didirikannya lembaga 
mandiri yang dibentuk secara resmi oleh Pemerintah Kota Magelang yakni WCC 
“Cahaya Melati” untuk memberikan pelayanan secara satu atap untuk menangani 
korban KDRT. Hal ini berbeda di beberapa daerah yang ada di Indonesia, lembaga 
yang dibentuk untuk menangani korban KDRT merupakan lembaga yang 
memberikan pelayanan yang tidak satu atap melainkan berjejaring sehingga bukan 
           
            
     
lembaga yang mandiri namun berbentuk konsorsium, ada pula lembaga yang 
dibentuk itu bersifat swasta atau berbentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). 
Dapat diketahui bahwa WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang cukup memiliki 
komitmen yang penuh terhadap visi dan misinya untuk memberikan pelayanan yang 
sebaik mungkin dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang. Meskipun tak jarang sering mengalami kendala seperti sosialisasi yang 
kurang merata dan keengganan korban sendiri untuk melapor. 
 
2. Pengorganisasian 
Kegiatan pengorganisasian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Walikota Magelang untuk menangani korban 
KDRT yang terdiri dari 26 pengurus yaitu sebagai berikut : 
Tabel III.1. 
Kepengurusan Tim WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang Masa Bakti 2010-2014 
No Dinas/ Instansi/ Tokoh Masyarakat Kedudukan Dalam Kepengurusan/ Tim 
1 Walikota Magelang Penasehat 
2 Ny. Kunsri Hastuti, SH (Unsur Notaris) Penasehat 
3 Wakil Walikota Magelang Penanggung Jawab 
4 Sekretaris Daerah Kota Magelang Ketua 
5 Ka Bid KS, PP, dan PA pada BPMP dan KB Kota Magelang (Dra. Wulandari, MM) Wakil Ketua 
 
6 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota 
Magelang 
Tim Ahli Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak 
           
            
     
7 Direktur RSU Tidar Magelang Tim Ahli Bidang Kesehatan 
8 Hasan Suryayudha, SH, Mhum (Unsur Kuasa Hukum) Tim Ahli Bidang Hukum 
9 H. Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH Tim Ahli Bidang Hukum 
10 Ny. Singgih Hartono (Tokoh Masyarakat) Sekretaris 1 
11 Ny. Sulistyorini (Tokoh Masyarakat) Sekretaris 2 
12 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang Bendahara 1 
13 Ny. Hj. Ma'ful (Tokoh Masyarakat) Bendahara 2 
14 Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang 
Tim Bidang Organisasi 
dan Penguatan 
Kelembagaan 
15 Ny. Any Gadiono (Pemerhati Perempuan) Anggota 
16 Dra. Margowati, M.Kes (Unsur Perguruan Tinggi) Anggota 
17 Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum (Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang) 
Ketua Bidang Advokasi 
dan Pendampingan 
18 Febri Hartanto, SH, MH (Kejaksaan Negeri Kota Magelang) Anggota 
19 Tri Yoga Nugroho, SH (Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang) Anggota 
20 Drs. Makmun, MH (Pengadilan Agama Magelang) Anggota 
21 Budi Suwarni (Polresta Magelang) 
Ketua Pelayanan 
Pengaduan Bidang 
Konseling 
22 Drs. Nur Chabib (Departemen Agama Kota Magelang) Anggota 
23 Retno Rahayu (Polresta Magelang) Anggota 
24 Dra. Sri Haryanti, Psi (Psikolog RSJ Dr. Soerojo Magelang) Anggota 
25 Ka Sub Bid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKB Kota Magelang Anggota 
26 Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Magelang Anggota 
Sumber : WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
           
            
     
Dalam susunan tim yang dibentuk di atas, sekaligus juga menjelaskan adanya 
pembagian kerja WCC “Cahaya Melati” untuk penanganan perempuan dan anak 
korban KDRT. Yang kemudian dijelaskan dalam struktur organisasi berikut : 
Gambar 3.1. 
Struktur Organisasi WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Sumber : WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
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Pengaduan Bidang 
Konseling (Iptu Budi 
Suwarni) 
Anggota : 
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Kota Magelang) sebagai ketua bidang advokasi dan pendampingan, yang bertugas 
untuk mengoordinasi dalam pemberian pelayanan hukum dan pendampingan bagi 
perempuan dan anak korban KDRT, dan lain-lain. Pembagian kerja dalam 
kepengurusan dalam tim WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang didasarkan pada 
kemampuan masing-masing individu dalam bidangnya, artinya setiap orang diberi 
tugas sesuai dengan pekerjaannya. Sehingga hal ini tidak memungkinkan adanya 
tugas atau pekerjaan yang saling tumpang tindih dan kewenangan serta 
tanggungjawab dijalankan sesuai dengan struktur organisasi dengan sebagai mana 
mestinya.  
Kegiatan pengorganisasian dalam upaya penanganan perempuan dan anak 
korban KDRT di Kota Magelang merupakan salah satu fungsi yang dijalankan saat 
penanganan terhadap korban, dimana di dalam penanganan ini, direncanakan atau 
dirancang mengenai bagaimana mekanisme penanganan perempuan dan anak korban 
KDRT yang ada di Kota Magelang agar nantinya penanganan yang diberikan oleh 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang merupakan pelayanan yang efektif dan 
berperspektif korban serta tidak menyulitkan korban. Banyaknya pihak yang 
berkomitmen untuk membantu memberikan pelayanan bagi korban KDRT baik 
pendampingan secara psikologis, religius maupun hukum sangat mendukung 
berjalannya upaya untuk menangani korban KDRT secara efektif di Kota Magelang. 
           
            
     
Pada tahap penanganan terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang, seluruh pihak yang terkait dalam WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
ini membuat jadwal pelaksanaan masing-masing untuk cara-cara dan waktu 
pemberian layanan bagi korban KDRT. Seperti contohnya, dalam pelayanan 
konsultasi yang diberikan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang terhadap korban 
KDRT, ada jadwal konsultasi sendiri yang disusun (jadwal konsultasi terlampir). 
Selain itu juga WCC “Cahaya Melati” menyusun mekanisme kerja atau prosedur-
prosedur pelayanan yang nantinya akan diberikan. Prosedur pelayanan yang ada di 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang adalah sebagai berikut : 
a. Korban datang ke Kantor WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang kemudian 
mengisi buku tamu ke full timer. 
b. Korban mengisi blanko pelaporan yang diberikan oleh WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang (contoh blanko terlampir). 
c. Korban diidentifikasikan oleh pengurus WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang berdasarkan kasus dan kebutuhan korban baik medis, hukum, dan 
penguatan mental melalui konseling atau hypnoterapi. Hal tersebut seperti 
yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut: 
“Untuk prosedur dari WCC, korban datang ke kantor, terus korban mengisis 
buku tamu dulu, kemudian isi blanko laporan. Nanti kalau korban sudah 
mengisi blanko, nanti kemudian korban kita ajak untuk konsultasi, 
menceritakan peristiwa KDRT yang dialaminya dari awal sampai akhir. 
           
            
     
Setelah pihak WCC mengetahui kronologis kejadiannnya, kemudian kita 
beri rujukan, mau berdamai apa trus ke pengadilan. Tapi kalau korban yang 
datang ke kita itu sudah depresi berat, kita langsung serahkan ke psikiater, 
tokoh agama, atau pastur gitu biar korbannya lebih tenang untuk ambil 
keputusan. Kita ada pendeta Parlen itu nasrani. yang Islam itu ada Pak 
Chabib. Kita ada jadwal konsultasi sendiri juga mbak”. (Wawancara, 16 
April 2010) 
 
Prosedur penanganan terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang tersebut di atas dijalankan oleh setiap anggota dalam tim WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang dan dalam penanganan atau pendampingan terhadap korban 
KDRT disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. 
Berikut disajikan bagan proses layanan dan mekanisme penanganan perempuan 
dan anak korban KDRT di Kota Magelang : 
Gambar 3.2. 
Bagan Proses Layanan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
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Gambar. 3.3. 
MEKANISME LAYANAN WCC “Cahaya Melati” KOTA MAGELANG 
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Dalam prosedur penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang tersebut, korban KDRT dapat menempuh banyak cara untuk 
menyelesaikan masalah KDRT yang dialaminya. Apabila korban menginginkan 
proses penyelesaian secara damai, maka persoalan KDRT akan diselesaikan secara 
kekeluargaan. Namun, apabila korban KDRT ingin melanjutkan kasus KDRT yang 
dialaminya ke tindak pidana, maka akan diproses ke kepolisian hingga ke pengadilan. 
Pihak WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam penanganannya juga 
memberikan pelayanan dengan pendampingan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, 
relawan pendamping, dan pembimbing rohani. 
Dalam pemberian layanan bagi korban KDRT, WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang tentunya juga bekerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti Pokja 
(Kelompok Kerja) BKB (Bina Keluarga Balita), Pokja GSI (Gerakan Sayang Ibu), 
Pokja Revitalisasi Posyandu, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polresta Magelang, 
Pokja Komisi Perlindungan Anak Kota Magelang, Kelurahan Gender Jurang Ombo 
Selatan Kecamatan Magelang Selatan, Vocal Point Gender di masing-masing di 
SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan seperti Kelurahan LBS (Lingkungan Bersih 
Sehat), Kelurahan PHBS (Perlaku Hidup Bersih dan Sehat) di Kelurahan Kramat 
Utara dan masih banyak lembaga lain. Kerjasama ini dilakukan agar dalam 
menangani perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang dapat dilaksanakan 
secara berkelanjutan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua 
Harian WCC “Cahaya Melati” sebagai berikut : 
           
            
     
“Untuk penanganan korban, kita itu gak cuma kerja sendiri, kita juga 
melibatkan POKJA-POKJA yang ada di Kota Magelang seperti POKJA BKB, 
Posyandu, kelurahan, kecamatan yang ada di kota magelang, Pokja Komisi 
Perlindungan Anak Kota Magelang, Kelurahan Gender Jurang Ombo Selatan 
Kecamatan Magelang Selatan, Vocal Point Gender di masing-masing di SKPD 
dan Kecamatan serta Kelurahan seperti Kelurahan LBS (Lingkungan Bersih 
Sehat), Kelurahan PHBS (Perlaku Hidup Bersih dan Sehat) di Kelurahan 
Kramat Utara”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
Dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT yang ada di Kota 
Magelang, terdapat salah satu penyebab sulitnya kasus KDRT yang terjadi di 
masyarakat untuk diungkap karena adanya budaya yang cukup melekat di Indonesia 
bahwa tindakan KDRT adalah masalah keluarga yang bersifat rahasia sehingga tidak 
boleh diketahui orang lain karena akan menimbulkan rasa malu. Namun WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang memiliki stategi tersendiri untuk menangani hal 
tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang yaitu Ibu Dra. Wulandari, MM sebagai berikut : 
“Iya mbak, kadang ada kasus di Magelang itu, istrinya mengalami KDRT, tapi 
mereka gak mau melapor. ya karena alasan itu tadi, malu sama tetangganya, 
atau takut sama suaminya, tapi kita juga tidak tinggal diam. Kebanyakan kasus 
yang pernah kita tangani itu kalau bukan korban langsung yang melapor, itu 
kalau gak keluarganya, saudaranya atau tetangganya itu datang ke WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang terus melapor ke kita baru kita bisa menindak 
lanjuti. Kita juga ada blanko khusus buat pelapor yang bukan korban mbak. 
Tapi ada juga yang cuma sekedar telepon ke WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang tentang kejadian KDRT disekitarnya. Biasanya kita langsung 
mendatangi lokasi korban. Tapi pernah waktu kita ke sana ada suaminya terus 
suaminya marah-marah ke kita. Tapi, kita beri penjelasan pelan-pelan kalau 
KDRT itu sudah masuk ke pelanggaran UU dan HAM kadang ada suami yang 
mau mengerti dan berdamai, tapi ada juga suami yang malah terus pergi aja“. 
(Wawancara 16 April 2010). 
           
            
     
Dalam penanganan korban KDRT di Kota Magelang, timbul beberapa masalah 
antara lain permasalahan sumber daya yang tersedia di WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang. Dalam kelembagaan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang jumlah 
sumber daya manusia yang ada jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menjadi 
permasalahan bagi WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang yang hanya memiliki 2 
orang full timer dan 1 penjaga saja. Selain itu juga, korban yang datang ke WCC 
tidak dapat diduga kapan dan berapa korban yang akan datang sehingga perlu 
tersedianya full timer yang dapat siaga kapan saja di kantor WCC “Cahaya Melati”. 
Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu cuma punya 2 full timer, dan lagi pengurusnya juga gak banyak yang 
ada di kantor, kan kita tahu sendiri, pengurusnya juga gak cuma kerja di WCC 
saja, tapi membawahi bidang yang lain. Kadang ada yang di luar Kota juga, 
padahal kadang korban yang datang ke WCC itu gak cuma satu, kadang 2 
bahkan 3, dan untuk penanganan 1 kasus saja lama sekali. Tenaga konseling itu 
juga sangat terbatas karena gak banyak konsultan yang benar-benar mampu 
mendampingi korban secara efektif”. (Wawancara, 19 April 2010) 
 
Masalah lain timbul berkaitan dengan proses konseling yang dilakukan oleh 
konsultan yang disediakan oleh WCC “Cahaya Melati”  Kota Magelang. Terdapat 
permasalahan yang dapat mengganggu proses penanganan perempuan dan anak 
korban KDRT di Kota Magelang. Tenaga konseling yang disediakan oleh WCC 
“Cahaya Melati”  jumlahnya sangat terbatas. Hal ini karena untuk menjadi seorang 
konsultan, diperlukan suatu keahlian yang sangat sulit dimiliki oleh setiap orang. 
           
            
     
Selain itu juga untuk pelatihan tenaga konseling biayanya juga sangat mahal. Seperti 
yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya 
Melati”  sebagai berikut: 
“Kita itu keterbatasan tenaga konseling, pernah juga tenaga konseling itu 
meminta kita untuk membatasi waktu konseling korban, kan yo gak bisa to ya, 
masak  nanti waktu korbannya sedang konsennya cerita tiba-tiba waktunya 
habis kan kasian juga korbannya. Idealnya kan konsultasi 2 sampai 3 jam 
konseling. Tapi kadang tenaga konsultan itu minta dibatasai cuma 30 menit 
saja. Padahal kita memperoleh tenaga konseling itu juga susah, walaupun sudah 
dilatih, padahal pelatihannya saja mahal, belum tentu tenaga konseling itu jadi 
semua karena banyak yang memiliki emosi, komunikasi, dan rasa empati yang 
kurang karena seorang konselor itu harus terbuka, empati, emosi dan 
komunikasi yang baik dan terkontrol. Tapi selama ini sih masih bisa diatasi”. 
(Wawancara, 16 April 2010). 
 
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
pengorganisasian yang dilakukan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sudah 
cukup baik, hal ini karena WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang telah memiliki 
struktur organisasi yang jelas dan pembagian kerja dalam tim yang sesuai dengan 
bidangnya masing-masing sehingga dimungkinkan tidak adanya tumpang tindih 
pekerjaan dan tanggung jawab serta semua dapat dijalankan sesuai dengan prosedur 
dan mekanisme yang telah dibuat sendiri oleh tim dalam WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang. 
 
 
 
 
           
            
     
3. Koordinasi  
Managemen merupakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara individu 
melainkan harus secara kelompok. Dari hal tersebut maka diperlukan adanya 
kordinasi dari semua tim yang tergabung dalam WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang serta anggota masyarakat itu sendiri untuk dapat bekerja sama dan 
berkordinasi satu sama lain agar nantinya banyak korban KDRT yang memiliki 
keberanian untuk melapor serta upaya penanganan atau pelayanan terhadap 
perempuan dan anak korban KDRT agar dapat bermanfaat bagi korban. Kordinasi 
sangat diperlukan karena meskipun lembaga WCC “Cahaya Melati” merupakan 
lembaga yang memberikan pelayanan satu atap namun tetap terdiri dari orang-orang 
atau lembaga lain yang ikut tergabung di dalamnya. 
Kordinasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam managemen. 
Kordinasi merupakan tugas pimpinan yang dilakukan dengan mengusahakan agar 
semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan 
baik sehingga tujuan untuk dapat memberikan penanganan yang efektif kepada 
korban KDRT dapat tercapai. 
Pelaksanaan kordinasi juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih 
tanggung jawab antar pengurus dalam tim. Pelaksanaan kordinasi dilakukan untuk 
mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib yang mengarah pada 
tercapainya tujuan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang secara menyeluruh.  
           
            
     
Berikut ini disajikan skema kordinasi yang dilakukan WCC “Cahaya Melati” 
dengan beberapa lembaga yang terkait dengan penanganan korban KDRT di Kota 
Magelang : 
Gambar 3.4. 
Skema Kordinasi Dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban KDRT di 
Kota Magelang 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar di atas menerangkan bahwa perempuan dan anak sebagai korban 
KDRT di Kota Magelang dapat melaporkan kasus KDRT yang dialami atau 
dilihatnya dengan mendatangi ketiga lembaga yang tertera pada gambar tersebut yaitu 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, RSU Tidar Kota Magelang, dan Ruang 
Pelayanan Khusus (RPK) Polisi Resort Kota Magelang karena dimanapun korban 
melaporkan kejadian yang dialaminya, semua lembaga yang tertera di atas tersebut 
akan melakukan kordinasi. Di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang biasanya 
dilakukan pendampingan terlebih dahulu, setelah WCC mengadakan konseling 
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dengan korban, penanganan selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan 
korban. Jika korban pada saat melapor (baik laporan langsung atau via telepon) 
membutuhkan rumah sakit baik untuk melakukan visum atau pemeriksaan kesehatan 
lain maka korban akan diantar oleh WCC ke RSU Tidar. Namun apabila korban ingin 
melanjutkan ke proses hukum, maka akan dihubungkan dengan kepolisian. Apabila 
korban pertama kali datang ke RSU Tidar maka akan segera ditangani, begitupula 
ketika di kepolisian. Dan setelah itu menyesuaikan dengan kebutuhan korban. Seperti 
diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, Dra. 
Wulandari sebagai berikut : 
“Kalau mekanisme penanganan itu biasanya klien bisa datang langsung ke 
kantor WCC, ke rumah sakit atau ke polisi. Nanti di masing-masing lembaga 
akan ditangani. Seperti pernah ada korban datang ke WCC dan korbannya itu 
disiksa maka kita akan segera melakukan visum ke RS untuk pelaporan terus 
korbannya itu melaporkan suaminya ke polisi biar dapat hukuman terus kita 
antar, tapi ada korban yang datang sendiri ke kepolisian untuk melapor baru 
nanti pihak RPK polisi itu telepon kita melaporkan kalo ada kasus, dan kita 
terus saling berhubungan.” (Wawancara, 16 April 2010)  
 
Macam-macam kordinasi yang dilakukan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang terkait dengan penanganan perempuan dan anak korban KDRT adalah : 
a. Kordinasi internal atau vertikal 
Kordinasi internal adalah kordinasi yang dilakukan oleh atasan kepada para 
bawahannya. Kordinasi diharapkan agar kegiatan-kegiatan dalam unit kerja 
yang bekerja dapat tercapai dengan efisien. Dalam kelembagaan WCC “Cahaya 
           
            
     
Melati” Kota Magelang, kordinasi yang dilakukan secara internal adalah 
kordinasi dalam masing-masing anggota. Kordinasi yang dilakukan dapat via 
telepon, sms, faximile, surat atau dalam pertemuan yang dapat dilakukan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan. Sebagai contoh seperti yang 
diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang Ibu 
Dra. Wulandari, MM sebagai berikut : 
 “Kita kalau kordinasi itu biasanya yang sangat intens itu kalau saat 
menangani korban. Biasanya kita terus saling berhubungan untuk saling tahu 
sampai dimana korban itu ditangani. Biasanya sih via telepon. Seperti ini 
kita lagi menangani kasus perkosaan anak, kita dari WCC itu jemput anak 
tersebut terus membawanya ke RS buat di visum. Itu kita kordinasinya juga 
lewat telepon. Kita perlu janjian sama dokternya juga via telepon. terus yang 
jemput korban juga kita pantau terus via telepon sampai selesai 
penanganannya”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
Penanganan yang dilakukan WCC “Cahaya Melati” adalah mulai dari 
tahapan pelaporan korban, proses konseling, pendampingan hukum, penguatan 
mental (hypnoterapi) dan proses pemulihan korban KDRT itu sendiri. Proses 
penanganan korban dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh 
sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Hal tersebut 
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut:  
“Kita kalau untuk sarana dan prasarana untuk membantu klien itu sudah 
disediakan. Kita ada 1 unit mobil untuk sarana menjemput klien . Biasanya 
kalo ada korban yang terluka parah, kena bekas pukulan yang sangat nampak 
atau luka karena benda lain yang berbahaya atau air keras, kita bisa 
           
            
     
membantu korban. Hal ini agar korban juga tidak malu saat melapor karena 
harus bertemu dengan orang lain kan. kan malu to masak mau datang ke 
WCC atau ke RS harus naik angkot, kan kebanyakan korban itu orang 
miskin. Nanti di angkot kan malu, belum lagi ditanya macam-macam sama 
orang-orang”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Dalam kordinasi secara internal dalam penanganan perempuan dan anak 
korban KDRT di Kota Magelang oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
dilaksanakan saat  proses pendampingan/ konseling/ hypnoterapi (penguatan 
mental) yang dijelaskan sebagai berikut : 
Proses penanganan yang dilakukan oleh WCC “ Cahaya Melati” Kota 
Magelang dilakukan dengan persetujuan dan kordinasi yang dilakukan oleh 
semua pihak. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang sekretaris WCC “ Cahaya 
Melati” Kota Magelang, Ibu Sulistyorini yang mengatakan bahwa: 
“Setiap kasus yang datang ke WCC, kita selaku full timer itu cuma 
menampung dulu keluhan dan masalah korbannya. Untuk penanganan 
selanjutnya kita belum ambil tindakan karena semuanya harus dengan 
persetujuan Ketua Umum atau Bu Wulan dan kordinasi dari semua pihak. 
Ya meskipun kita bisa menangani sendiri, dan nantinya juga penanganannya 
sama, tapi kita juga tetap menghargai dan meminta persetujuan dulu dengan 
atasan. ya konsultasi dulu”. (Wawancara, 3 Mei 2010) 
 
Untuk proses pendampingan, WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang telah 
menyediakan rumah aman atau shelter bagi korban KDRT untuk tinggal 
sementara. Shelter ini diberikan kepada korban KDRT yang benar-benar 
membutuhkan tempat untuk berlindung dari pelaku. WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang memberikan fasilitas rumah aman ini selama tujuh hari karena 
           
            
     
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang memiliki target untuk segera 
menyelesaikan persoalan KDRT yang dialami korban. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang yaitu 
Ibu Dra. Wulandari, MM sebagai berikut : 
“Kita itu punya target untuk memberi pelayanan ke korban seperti 
pemberian shelter mbak. Kita tidak lama-lama menempatkan korban di 
rumah aman. Kita juga menempatkan korban di rumah aman juga kepada 
korban yang benar-benar butuh perlindungan dari pelaku. Biasanya kita itu 
memberi batasan ke korban maksimal hanya 7 (tujuh) hari untuk kemudian 
memberikan keputusan ingin berdamai atau melanjutkan kasusnya ke proses 
pidana, tentunya terus didampingi oleh WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang“. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Untuk penyediaan rumah aman, WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang memiliki kriteria sendiri untuk tempat singgah sementara ini 
antara lain berada ditempat yang aman, terpencil, rahasia, dan lain-lain. Hal ini 
seperti diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
yaitu Ibu Dra. Wulandari, MM sebagai berikut : 
“Untuk penyediaan rumah aman kita punya kriteria sendiri. Rumah aman itu 
ya kudu aman. Kita itu ada rumah aman 1 di daerah Lembah Asri Magelang. 
Tempatnya terpencil, tidak boleh diketahui sama orang lain paling cuma RT, 
RW, sama lurah yang tahu. Kan kita juga perlu ijin kalo di lingkungan 
mereka ada kegiatan WCC. Kita di rumah aman itu juga ada 1 penjaga yang 
berjaga 24 jam. Di sana juga gak kita sediain telepon, paling kita hanya 
sediakan kotak P3K, terus juga ada buku- buku seperti perpustakaan, alat-
alat ketrampilan seperti peralatan masak. Hal ini biar mereka para korban 
ada kesibukan dan tidak merasa jenuh. Fasilitas disana juga dibuat senyaman 
mungkin, ada tempat tidur standar“. (Wawancara, 19 April 2010). 
 
           
            
     
Apabila pada saat korban yang datang ke WCC “Cahaya Melati” mengalami 
depresi berat, maka WCC “ Cahaya Melati” Kota Magelang akan menyediakan 
konsultasi dengan psikiater pada saat yang dibutuhkan korban. Selain itu untuk 
pemulihan korban atau penguatan mental, WCC memberikan pelayanan 
hypnoterapi bagi korban agar korban memiliki kekuatan untuk meneruskan 
hidupnya, serta diberikan penguatan mental secara agama. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang yaitu 
Ibu Dra. Wulandari, MM sebagai berikut : 
“Untuk penguatan mental secara agama WCC itu punya petugas pelayanan 
sendiri seperti ada pendeta Parlen untuk korban Nasrani, trus ada Bapak 
Chabib untuk yang beragama Islam, dan masih banyak yang lainnya. 
Psikiater juga ada. Ini kita lakukan biar korbannya gak stress mbak”. 
(Wawancara, 16 April 2010) 
 
Dari uraian di atas, dalam proses pendampingan baik agama atau psikis 
terhadap korban dapat dikatakan sudah cukup baik karena pendampingan yang 
diberikan kepada korban sudah dijalankan sesuai dengan kebutuhan korban. 
Kordinasi yang dilakukan juga sudah cukup baik, karena WCC “Cahaya 
Melati” memiliki beberapa anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, 
relawan, pendamping agama, dan pendamping psikilogis yang bekerjasama satu 
sama lain untuk menangani korban KDRT yang menyesuaikan kebutuhan 
korban KDRT itu sendiri. 
 
           
            
     
b.  Koordinasi eksternal atau horizontal. 
Koordinasi eksternal adalah kordinasi yang dilakukan dalam unit-unit kerja 
sederajat atau antar instansi yang sederajat. Koordinasi eksternal dilakukan 
antar lembaga-lembaga ekstern seperti yang dilakukan saat penanganan korban 
KDRT ketika membutuhkan pelayanan medis maupun secara hukum, saat 
mengadakan sosialisasi atau kegiatan yang terkait dengan pemulihan korban 
KDRT seperti bekerjasama dengan POKJA, SKPD lain, kelurahan-kelurahan, 
atau yayasan pemberi ketrampilan bagi korban dan lain-lain. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang yaitu 
Ibu Dra. Wulandari, MM sebagai berikut : 
“Koordinasi WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang kita laksanakan ya lewat 
rapat itu kalau tidak ya via telepon atau sms. Kita itu fleksibel kok. Tidak 
terlalu terpaku pada aturan yang berbelit-belit. Kalau akan mengadakan 
sosialisasi, kita memang ada tim sendiri, namun biasanya kita juga dibantu 
oleh anggota kelurahan misalnya. Terus kalau untuk penanganan korban 
yang terkait dengan pemulihan seperti pemulihan kondisi ekonomi, korban 
itu nanti kita ikutkan POKJA seperti POKJA Bina Lingkungan Keluarga, 
Bina Keluarga Balita, Posyandu, dan masih banyak yang lainnya yang 
sangat bermanfaat bagi korban tentunya”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
Proses kordinasi yang dijalankan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
secara eksternal dijelaskan sebagai berikut : 
1) Proses Penanganan di Kepolisian (POLRES KOTA MAGELANG) 
hingga Persidangan Di Pengadilan Negeri dan Agama Kota Magelang 
               Penanganan terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Polisi Resort  
 
           
            
     
               Kota Magelang dijalankan sebagai berikut : 
Saat korban melapor ke kepolisian, maka polisi akan membuat berita acara. 
Polisi yang menangani korban KDRT adalah bagian Pusat Perlindungan 
Anak (PPA) pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polisi Resort Kota 
Magelang. Kemudian polisi akan melakukan penyidikan dengan cara 
mencari dan mengumpulkan bukti serta mencari tersangka. Selain itu apabila 
korban ingin meneruskan ke proses perdata atau pidana, maka akan 
dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan 
Agama. Hal ini seperti ditegaskan oleh Ibu Singgih selaku sekretaris dari 
WCC “ Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kalau prosedur di kepolisian itu klien datang ke polisi itu lewat RPK 
(Ruang Pelayanan Khusus) yang ada di Polres Magelang. Kemudian klien 
lapor ke bagian tersebut. Biasanya yang menangani polwan ya mbak. 
Kemudian kepolisian akan melakukan penyidikan untuk investigasi 
kejadian atau untuk mengetahui sebab akibat terjadinya perilaku KDRT, 
tujuan melapornya apa, kemudian apa yang dikehendaki apakah pelaku 
ditangkap, dihukum, atau cuma ingin dapat sedikit pelajaran dengan 
dipanggil ke kepolisian. Proses dikepolisian biasanya cuma itu. Kalau 
butuh bukti visum, biasanya kepolisian akan membuatkan surat pengantar 
buat rujukan ke Rumah Sakit”. (Wawancara, 24 April 2010) 
 
Namun dalam hal penanganan di kepolisian, terdapat kendala apabila pelaku 
yang melakukan tindakan KDRT ternyata menghilang atau tidak diketahui 
keberadaannya. Proses penanganan juga akan membutuhkan waktu yang 
agak lama. Tapi, polisi kemudian akan menjadikan pelaku sebagai Target 
           
            
     
Pencarian Orang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Harian WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang, Ibu Dra. Wulandari, MM sebagai berikut: 
“Kita pernah mbak dapat kasus KDRT, tapi pelakunya minggat alias 
kabur. Kan kita juga kesulitan untuk melakukan konseling juga susah, 
untuk diteruskan proses hukum juga agak repot karena pelakunya tidak 
ada. Tapi polisi kemudian memasukkan pelaku ke Daftar Pencarian 
Orang (DPO) dari Polres Magelang. Sampai saat ini sih masih bisa 
ditangani”. (Wawancara, 19 April 2010). 
 
Permasalahan timbul karena komitmen kepolisian terhadap korban dirasakan 
kurang. Ada korban yang merasakan bahwa penanganan di kepolisian 
kurang dijalankan dengan efektif. Hal inin diungkapkan oleh Ibu Tini korban 
KDRT di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang sebagai berikut : 
“Dulu saya itu lapor pertama itu ke polisi mbak. Suami saya itu selingkuh 
dan selingkuhnya itu sudah terang-terangan di depan saya. Dia juga 
sering menyiksa saya. Kemudian akhirnya saya lapor dan saya minta 
suami saya dipanggil ke polisi. Pihak kepolisian melakukan pemanggilan 
ke rumah suami saya dan selingkuhannya, tapi tidak ketemu padahal saya 
tahu sebenarnya mereka itu ada. Ya saya Cuma berharap polisi itu lebih 
efektif kalo  mencari pelaku, kan saya juga pengen suami saya dapat 
teguran dari kepolisian”. (Wawancara, 3 Mei 2010)  
 
Sebelum sebuah perkara sampai ke pengadilan, perkara tersebut telah 
melalui proses penyidikan yang bertujuan agar dapat mengidentifikasi 
korban agar bisa dibedakan dari pelaku, memperoleh barang bukti, 
menemukan saksi, menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu tindak 
pidana, serta dapat mengidentifikasi, menemukan, menangkap dan menahan 
           
            
     
tersangka (pelaku) tindak pidana dan menghukumnya. Bagi pemeriksaan 
terhadap anak, pemeriksaan saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam 
sidang tertutup dan wajib didampingi orang tua/wali, advokat, atau 
pendamping lainnya. Setelah ditemukan pelaku, maka akan dilakukan 
penindakan (berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, 
penggeledahan), setelah itu diadakan pemeriksaan terhadap tersangka 
dengan investigasi saksi dan ahli. Kemudian penyelesaian dan penyerahan 
berkas perkara apabila korban akan menindaklanjuti ke proses pengadilan. 
Terlalu rumit dan banyaknya proses hukum yang harus dijalani dan diikuti 
oleh korban KDRT, maka tak jarang hal ini menjadikan kendala baik oleh 
korban maupun oleh pendamping hukum itu sendiri. Hal ini disampaikan 
oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu tahu betapa rumitnya untuk mengurus kasus perceraian atau 
proses pidana, sehingga kita dari pihak WCC semaksimal mungkin 
mengusahakan untuk korban tetap menempuh jalur damai dan tidak 
sampai sidang. Kalau sampai bercerai kan dampaknya juga sampai ke 
istri dan anaknya. Untuk kasus pidana, kemungkinan anak akan malu kan 
kasian. Apalagi kalau sampai ayahnya dihukum penjara“. (Wawancara, 
16 April 2010).  
 
Dari beberapa proses penanganan yang dilakukan oleh WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang, kebanyakan kasus yang  ditangani selesai dengan 
cara damai termasuk dengan cara bercerai, sedangkan untuk hukum atau 
           
            
     
pemidanaan terhadap pelaku lebih sedikit daripada kedua cara tersebut. Hal 
ini disampaikan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Untuk tahun 2010 ini, kita ada 10 kasus KDRT di Kota Magelang. Itu 
kebanyakan selesai dengan cara damai, ya salah satunya juga bercerai, 
tapi yang selesai dengan cara hukum atau pelaku dipenjara itu sedikit. 
Tapi memang ada juga. Untuk tahun 2009 kemaren, kita ada 39 kasus. Itu 
ada 4 kasus yang selesai dengan cara hukum. yang 35 kasus lainnya itu 
selesai dengan cara damai termasuk dengan menempuh jalan perceraian”. 
(Wawancara, 16 April 2010) 
 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang selalu mengusahakan agar korban 
KDRT tidak menempuh jalur hukum pidana karena jalur pidana dapat 
memberi hukuman yang sangat berat bagi pelaku, yang dampaknya juga 
akan dirasakan korban yakni seperti kesulitan ekonomi. Hukuman yang 
diberikan kepada pelaku tindak KDRT telah diatur dalam UU Nomor 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT  (Undang-Undang terlampir). 
Dari Undang-Undang tersebut diketahui bahwa begitu berat hukuman yang 
dapat diterima oleh pelaku KDRT serta beberapa dampak yang dapat 
ditimbulkan dengan keberadaan suami yang terkena hukuman pidana atau 
dalam hal ini yang pada akhirnya dipenjara membuat beberapa perempuan 
atau istri serta orangtua anak mempertimbangkan kembali untuk melaporkan 
pelaku KDRT kepada pihak berwajib. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
           
            
     
Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut : 
“Sebenarnya WCC itu selalu mengusahakan agar jangan sampe kena 
kasus pidana karena harapan kita kan biar korban bisa damai dengan 
pelaku. Kasus pidana itu soalnya repot juga, hukuman dan dendanya 
banyak selain itu prosesnya juga lama, lagipula kasian korbannya. Kalo 
denda itu minimal itu 15 juta lho bahkan bisa sampe 45 juta, kalo 
hukumannya bisa 5 Tahun, 15 Tahun, bahkan 20 tahun penjara. Berat to 
mbak. Tapi penegakan hukum itu juga perlu konsistensi dari para aparat 
penegak hukum untuk menerapkannya”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Namun, apabila korban KDRT memutuskan untuk berdamai dengan pelaku, 
maka WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang akan melakukan pengawasan 
selama 3 bulan kepada pelaku. Hal ini agar pelaku tidak mengulangi 
perbuatannya kembali. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, 
MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai 
berikut : 
“Biasanya ya mbak, kalau sudah menjalani sidang tuntutan pidana, terus 
pelaku dijatuhi hukuman penjara atau denda, nanti biasanya pelaku trus 
meminta damai, dan kalau korban juga menghendaki damai maka dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang kan gak bisa melakukan apa-apa 
karena semuanya juga tergantung dengan keinginan korban. Namun 
WCC “Cahaya Melati” akan melakukan pengawasan pada pelaku selama 
3 bulan. Ya buat jaga-jaga biar pelaku gak berani macam-macam dan 
melakukan KDRT lagi ke keluarganya.” (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Permasalahan kemudian muncul pada saat menjalani proses hukum dan 
kurangnya konsistensi aparat penegak hukum dengan kebijakan yang sudah 
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat menimbulkan efek yang 
           
            
     
buruk bagi pelaku karena hukuman yang dijatuhkan dapat dibuat sangat 
ringan. Hal ini menjadikan hukuman yang dijatuhkan kurang menjadikan 
pelaku itu jera untuk melakukan kasus KDRT. Seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu kadang kasian sama korbannya, kan kalo proses sidang itu lama, 
jadi dari pihak kita atau korbannya sendiri kan jadi butuh waktu juga kalo 
ngurusnya padahal kan urusan juga banyak, terus belum biaya wora wiri 
si korban kan kasian. ya emang biaya sidang gratis sih, biasanya kalo 
untuk cerai itu biayanya  itu 350 rb terus biaya daftar 150 rb. Tapi itu 
semua WCC yang nanggung. Apalagi ada masalah kalo si pelaku kena 
hukuman pidana penjara berapa tahun gitu. Hukuman KDRT kan berat, 
tapi kadang pake alesan kemanusiaan, kasian, trus pertimbangan nanti 
keluarganya jadi terlantar, keuangan keluarga bermasalah, trus 
hukumannya jadi diringankan. Hal ini kan dampaknya juga kebanyakan 
pelaku juga tidak akan jera melakukan KDRT karena hukum yang dapat 
diperlakukan secara fleksibel”. (Wawancara, 19 April 2010). 
 
Dalam proses penanganan terhadap perempuan dan anak korban KDRT 
terdapat beberapa kendala seperti masalah KDRT yang belum dianggap 
sebagai masalah yang diprioritaskan untuk ditangani sehingga penanganan 
terhadap korbannya pun belum maksimal. Kasus KDRT yang dilaporkan 
korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti, karena korban ragu-ragu atau tidak 
mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian 
halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak kepolisian pun 
sering ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena 
           
            
     
korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap 
pelaku, dan tak jarang putusan pidana yang dilakukan hakim kurang 
memiliki perspektif korban. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. 
Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut : 
“Pernah ya mbak kita itu melakukan pendampingan korban saat sidang 
kasus pidana tentang KDRT. Saat itu hakimnya kalo bertanya itu seakan-
akan membuat korban merasa didiskriminasikan, korbannya itu merasa 
minder. Hakim itu kurang berperspektif korban kalo bertanya makanya 
tugas kita untuk mengadakan lobyy dengan hakim untuk lebih memihak 
korbannya.Pernah juga ketika hukuman sudah diputuskan unutk dijalani 
pelaku KDRT, Substansi pemidanaannya kayak yang dimaksud Pasal 44-
Pasal 49 UU PKDDRT menghambat penghapusan KDRT, karena 
terdakwa dengan ekonomi mapan cenderung memilih hukuman denda 
ketimbang hukuman penjara”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Menurut penulis pemutusan hukuman pidana untuk pelaku terkadang 
kurang adil karena adanya perbedaan status ekonomi pelaku yang satu dengan 
yang lain. Hal tersebut seakan-akan menjadi sangat menguntungkan orang 
yang status ekonominya lebih mapan. Hal ini sebenarnya akan sangat 
ditentukan oleh peran hakim yang akan menentukan berat dan ringannya 
putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara KDRT tersebut. Substansi dari 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat berpihak kepada perempuan. 
Akan tetapi permasalahan muncul ketika undang-undang ini diterapkan. 
Beberapa akibat yang muncul adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup 
           
            
     
karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. 
Tidak hanya itu, permasalahan lain yang muncul adalah bahwa ketakutan istri 
diceraikan suami terbukti membawa pengaruh keengganan seorang istri yang 
menjadi korban KDRT melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini 
polisi. Sehingga penyelesaian perkara KDRT mengalami banyak 
permasalahan yang harus dicari solusinya. 
2).  Proses Penanganan di Rumah Sakit Umum (RSU) Tidar Magelang 
 Kordinasi juga dilakukan dengan pihak Rumah Sakit karena RS juga 
merupakan lembaga yang penting untuk memperoleh bukti visum dan 
pemulihan kondisi fisik korban KDRTT. RSU Tidar Magelang merupakan 
Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan visum dan kesehatan bagi 
korban KDRT di Kota Magelang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dra. Wulandari, 
MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang bahwa : 
“Kalau ada korban yang membutuhkan visum atau pemeriksaan kesehatan 
yang lain kita menyediakan fasilitas visum dan perawatan gratis bagi korban. 
Kita memberikan pelayanan mulai dari visum hingga perawatan sampai 
korban benar-benar sembuh. Itu biasanya kalo gak dari WCC yang 
mendampingi ke RS, itu korban terlebih dahulu minta surat pengantar dari 
kepolisian“. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Pada saat korban KDRT datang ke Rumah sakit, korban dapat dengan segera 
memperoleh layanan secara gratis dengan prosedur yaitu korban harus 
mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai pasien KDRT di IGD RSUD Tidar 
           
            
     
Magelang. Maka pihak Rumah Sakit akan segera merujuk korban untuk 
perawatan karena korban KDRT di Rumah Sakit yang ditunjuk mendapat 
prioritas tentunya pada bagian Pelayanan Khusus KDRT. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Ibu Yulikah, salah seorang perempuan korban KDRT yang 
beralamat di Kelurahan Wates berikut ini : 
“Dulu saya pertama melapor itu ke WCC mbak, dulu saya itu dipukul dan 
disiksa oleh suami saya. Ada bekasnya dan saya sempat visum. Saya datang 
ke RSU Tidar dan di sana langsung ditangani kok.” (Wawancara, 24 April 
2010) 
 
Visum tersebut dilakukan oleh dokter bedah dan dokter kandungan yang ada 
di Rumah Sakit Umum Tidar Magelang. Hal ini disampaikan oleh Ibu 
Sulistyorini selaku sekretaris dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
sebagai berikut : 
“Visum itu dilakukan dokter bedah ma dokter kandungan. kan biasanya kalo 
korban perkosaan untuk visum butuh dibedah, apakah ada kerusakan alat 
kelamin atau tidak dan lain sebagainya. Jadi diberikan dokter yang benar-
benar ahli dalam bidangnya”. (Wawancara, 3 Mei 2010) 
Masalah dana muncul dalam proses penanganan di Rumah Sakit. Biaya 
untuk melakukan tes DNA karena mungkin perempuan korban perselingkuhan 
atau anak yang diperkosa hamil biayanya sangat mahal. Selain itu bagi korban 
yang mengalami luka berat seperti cacat wajah dan butuh operasi belum dapat 
diberi bantuan oleh WCC “Cahaya Melati”. Hal ini seperti diungkapkan oleh 
           
            
     
Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut: 
“Kalo kendala di dana itu biaya melakukan tes DNA gak punya karena biaya 
tes DNA itu sangat mahal dan untuk itu kita belum bisa menganggarkan. 
Biasanya itu kalau kasus suami yang tidak mau mengakui anaknya karena 
istrinya sering pergi dengan laki-laki lain, atau perempuan yang jadi korban 
perselingkuhan. Atau  perempuan dan anak perempuan yang hamil sebelum 
menikah atau karena korban perkosaan. Selain itu kalo untuk korban yang 
kena luka bakar atau cacat itu kita belum punya dana untuk membantu 
operasi. Itu keterbatasan kita. Operasi plastik itu kan mahal”. (Wawancara, 
16 April 2010). 
 
Dari uraian dan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan RSU 
Tidar sebagai lembaga pemberi layanan visum dan kesehatan sangat penting 
karena lembaga ini sebagai lembaga resmi yang berwenang memberikan visum 
yang digunakan sebagai alat bukti terjadinya kekerasan. Dalam proses 
penanganan korban KDRT di Rumah Sakit Tidar juga tidak mengalami 
prosedur yang berbelit-belit karena kebutuhan korban KDRT cukup penting 
untuk segera ditangani namun permasalahan dana menjadi persoalan yang 
cukup mendasar karena biaya untuk perawatan kesehatan yang belum 
sepenuhnya memadahi bagi korban KDRT di Kota Magelang. Kordinasi yang 
dijalankan WCC “Cahaya Melati” dengan pihak RSU Tidar Kota Magelang 
juga dijalankan dengan baik karena apabila korban KDRT membutuhkan 
pelayanan kesehatan dan visum maka akan segera diantar oleh WCC dan pihak 
RSU juga langsung memberikan pelayanan yang dibutuhkan. 
           
            
     
3). Proses Pemulihan Perempuan dan Anak Korban KDRT di Kota   
Magelang 
Kordinasi secara eksternal juga dilakukan pada saat pemulihan korban 
KDRT. KDRT memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan korban 
baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun ekonomi korban. Melalui 
kerjasama yang baik dengan beberapa lembaga/instansi terkait yang ada di Kota 
Magelang, WCC “Cahaya Melati” berusaha memberikan bantuan dalam upaya 
pemulihan korban demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana diungkapkan 
oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati”, Ibu Dra. Wulandari sebagai berikut : 
“...untuk pemulihan korban sampai bisa terus melanjutkan hidupnya, kita 
itu menyediakan beberapa bantuan-bantuan mbak. Misalnya saja kalau 
korban butuh pemulihan kondisi fisik dan psikologis, nanti kita bantu 
dengan perawatan RS atau kita beri psikolog, kemudian kalau korbannya 
itu mengalami ketergantungan ekonomi dengan pelaku, maka kita akan beri 
bantuan modal untuk bisa cari nafkah sendiri untuk bertahan hidup, kita 
juga pernah menyediakan lapangan kerja kok ke korban kayak kita berikan 
lahan untuk jadi tukang parkir di daerah Soping itu.” (Wawancara, 16 April 
2010). 
 
Dalam penanganan korban KDRT, WCC “Cahaya Melati” melakukannya 
dengan cukup baik karena dilakukan secara berkelanjutan mulai dari menjadi 
korban hingga mendapat kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Hal ini 
diungkapkan Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang sebagai berikut: 
 “WCC itu punya program yang diberikan ke korban itu gak cuma sekedar 
menolong korban saat butuh pendampingan hukum, psikologis, tapi kita itu 
           
            
     
pelayanan sampai akhir istilahnya dari dapat kasus sampai korbannya bener-
bener bisa nerusin hidupnya bahkan sampai mati.heeeeeee”. (Wawancara, 16 
April 2010). 
 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang memiliki beberapa program dan 
kegiatan-kegiatan yang sangat berguna untuk korban KDRT baik konseling, 
penguatan mental, pemberian ketrampilan, pemberian modal, lapangan kerja, 
dan masih banyak hal-hal lain yang sangat bermanfaat. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
 “Kita itu punya banyak kegiatan buat klien mbak ada yang untuk menambah 
ketrampilan, pemberian modal usaha, kita juga mencarikan lapangan 
pekerjaan. Apalagi kalau suaminya mau bertobat, kita bahkan akan 
memberikan modal buat keduanya. Dulu kita pernah ada kasus itu suaminya 
mau berdamai dan berubah. Kita lakukan pengawasan dan ternyata berubah. 
Itu kita terus memberi modal ke pasangan suami istri tersebut. Mereka 
kemudian usaha buat mobil-mobilan dari kayu itu mbak”. (Wawancara, 16 
April 2010). 
 
Kegiatan lain yang diberikan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
dalam rangka pemulihan korban baik pemulihan kesehatan, ekonomi, 
pendidikan, serta sosialnya antara lain dijelaskan sebagai berikut : 
                                                                                 
 
Tabel III.2. 
 
Pemberian Bantuan Pelayanan oleh WCC “Cahaya Melati” Dan Kordinasi Dengan Beberapa Lembaga Di Kota Magelang 
 
NO SEKTOR JENIS PELAYANAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN JENIS KEGIATAN 
1 Ekonomi 
Pemberian 
Ketrampilan  
Kartika Griya (Pusat Ketrampilan 
Perempuan)  
kursus menjahit 
capster 
pasang payet 
pengolahan dari bahan bekas 
 Ibu Gadiono (Tokoh Masyarakat) 
pelatihan merias pengantin 
pemanfaatan roti busuk 
Pembuatan konde dari pengolahan 
nasi busuk 
Pemberian 
Modal 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Magelang Pemberian dana 
Lembaga Keuangan Kelurahan Pemberian dana 
Bank-Bank Magelang (BRI, dll) Bantuan tanpa agungan 
Pemerintah Kota Magelang Pemberian alat-alat masak 
Tokoh Masyarakat Pemberian toko sebesar 2 juta rupiah 
Pemberian 
Lapangan 
Pekerjaan 
Kartika Griya (Pusat Ketrampilan 
Perempuan)  
sebagai pegawai  di Kartika Griya 
dengan gaji sesuai UMR Kota 
Magelang 
Pemerintah Kota Magelang 
(WCC”Cahaya Melati” ) 
Tukang Parkir di Sepanjang jalan 
Pasar Rejowinangun (15 meter) 
 
                
            
 
2 Pendidikan 
Pemberian 
fasilitas  PKK Kota Magelang Pemberian fasilitas kacamata 
Paket sekolah Dinas Pendidikan Kota Magelang 
Kejar paket gratis untuk anak-anak 
korban KDRT yang kehilangan 
nafkah dari orang tuanya. 
Pendidikan 
anak kreatif 
WCC Cahaya Melati bekerjasama dengan 
BPMKB Kota Magelang PAUD 
3 Kesehatan 
Pos Pelayanan 
Terpadu 
(Posyandu) 
WCC Cahaya Melati bekerjasama dengan 
BPMKB Kota Magelang 
Pemberian fasilitas kesehatan 
kepada ibu dan anak korban KDRT 
hanya dengan membayar seribu 
4 Sosial 
Bina Keluarga 
Balita dan Bina 
Keluarga 
Remaja 
WCC Cahaya Melati bekerjasama dengan 
BPMKB Kota Magelang 
Kegiatan-kegiatan  agar perempuan 
korban KDRT dapat mendidik 
anaknya dengan baik 
Sumber : Diolah dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
                                                                                
 
Beberapa pelayanan yang diberikan oleh WCC tersebut diatas dirasakan oleh 
salah satu korban KDRT yang ada di Magelang bernama Ibu Yulikah yang 
menegaskan sebagai berikut : 
“Saya dulu tidak punya pekerjaan mbak. Terus pada saat saya bercerai 
dengan suami saya, saya kemudian diberikan lahan pekerjaan suami saya 
kepada saya. Dulu suami saya itu kerja jadi tukang parkir. Terus karena 
bercerai, bu Wulan dari WCC meminta ke suami saya untuk mengijinkan 
lahan pekerjaannya diserahkan ke saya. Terus suami saya setuju dan Bu 
Wulan dari WCC yang menguruskan segala urusan administrasi saya 
termasuk ijin bekerja, sertifikat kepemilikan lahan parkir, dll”. (Wawancara, 
24 April 2010). 
  
Namun, ada salah seorang korban yang belum mengetahui beberapa fasilitas 
yang disediakan oleh WCC “Cahaya Melati” yakni korban KDRT bernama Ibu 
Tini yang menegaskan sebagai berikut : 
“Saya terus terang kalau kegiatan WCC belum pernah ikut sama sekali. Lha 
saya gak pernah tahu mbak. Selama ini sih saya berusaha hidup sendiri 
jualan gorengan mbak”. (Wawancara, 24 April 2010) 
 
Hasil kerja keras dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam 
pemberian pelayanan bagi perempuan dan anak korban KDRT memang tidak 
sia-sia. Berulang kali WCC meraih penghargaan Parahita yang merupakan 
penghargaan atas pengabdiannya di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. Tahun 2006 WCC mendapat penghargaan Parahita Eka 
Praya Pratama, prestasi untuk kesetaraan gender dari Presiden Republik 
Indonesia, Tahun 2007 Parahita Eka Praya Utama dari Presiden untuk 
kesetaraan gender; Tahun 2008 Parahita Eka Praya Utama, Tahun 2009 masuk 
nominasi Parahita Eka Praya Utama. 
           
            
     
Dari proses kordinasi yang dijalankan WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang untuk menangani korban KDRT, baik secara internal maupun 
eksternal, mengalami beberapa hambatan dalam menggerakkan tim. Hal ini 
seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu kadang kesulitan kalau mau minta tolong tim buat menangani 
korban. Seperti kasus perkosaan yang kita tangani. Waktu ada korban 
perkosaan itu, kita itu minta tolong tim buat ada yang menjemput. Tapi 
relawan itu susah sekali dihubungi, meskipun sampai akhirnya sudah 
ditangani juga, tapi agak membutuhkan waktu lama. kan ini juga bisa 
menghambat dalam penanganan. Korban perkosaan kan juga butuh di visum, 
kita sudah janjian dengan dokter, tapi klien belum dijemput. kan urusannya 
juga jadi panjang dan lama”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
Kordinasi juga kadang terhambat karena kurangnya kerjasama antar pihak 
yang terkait. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku 
Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kalau masalah kordinasi, kita itu juga ada kendala. Kadang pihak 
kepolisian itu urusannya tidak mau dicampuri mbak. Mereka kan punya 
prosedur sendiri, jadi kadang mereka juga ingin menyelesaikan kasusnya 
dengan cara mereka sendiri. Padahal kan kita juga pengen tahu sampai 
dimana kasus itu ditangani”. (Wawancara, 19 April 2010) 
 
Permasalahan lain muncul karena pada saat melakukan kordinasi atau dalam 
rapat untuk menangani korban KDRT di Kota Magelang, antara pengurus yang 
satu dengan yang lain terkadang ada masalah. Kadang saat melakukan 
kordinasi, orang-orang atau anggota yang tidak memiliki jabatan, atau bukan 
           
            
     
dari kalangan orang penting dalam kelembagaan kurang didengar pendapat-
pendapatnya, padahal terkadang hal-hal yang mereka sampaikan merupakan 
aspirasi dari masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM 
selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai 
berikut : 
“Kadang itu waktu rapat kordinasi dengan semua anggota, kadang terlihat 
sekali kalau orang itu menganggap jabatan itu sangat penting. Jadi kalau dia 
tidak punya jabatan, kadang agak dianggap remeh pengurus yang lain. Ya 
maklum kan sebagian besar pengurus yang ada di WCC itu pejabat yang 
sangat penting di Kota Magelang. dan mungkin ada anggapan, kalau orang 
itu punya jabatan, pasti dia pintar, dan orang pintar itu lebih mudah diajak 
kordinasi. Lebih nyambung gitu. jadi kemampuan SDM itu dianggap sangat 
menentukan proses kordinasi”. (Wawancara, 19 April 2010) 
 
Masalah juga muncul ketika tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum 
Tidar Magelang jumlahnya juga terbatas dan klien memiliki kedisplinan yang 
kurang. Dokter yang melayani korban KDRT baik perempuan maupun anak di 
RSUD Tidar Magelang jumlahnya terbatas. Hal ini seperti diungkapkan oleh 
Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut : 
“Untuk masalah lawyer, atau pendamping hukum sih kita gak ada masalah 
mbak soalnya kan lawyer itu kita banyak, ada 6 orang lawyer kita. Tapi ya 
itu, kita itu susahnya masalah dokternya atau tenaga medisnya. Tahu sendiri 
kalau di RS itu setiap hari kan pasti ada saja orang yang sakit, jadi dokter itu 
kan juga punya pasien sendiri yang jumlahnya gak cuma satu dalam sehari. 
Tapi kadang kita kalau ada korban terus butuh tenaga medis, kita itu sudah 
nelponin, udah janjian, dan dokternya udah menyanggupi, tapi kadang malah 
klien kita yang gak disiplin, datangnya terlambat dari waktu yang dijanjiin, 
           
            
     
janjian jam 9 datangnya jam 10, alhasil ya kaya ini (saat itu ada korban yang 
dirujuk ke RSUD Tidar), dokternya malah pergi ke pasien lainnya di RS 
yang berbeda, Padahal klien itu ada yang gak punya uang, mau dirujuk ke 
bagian umum juga gak mungkin karena kondisinya juga mendesak”. 
(Wawancara, 16 April 2010). 
 
Dalam proses kordinasi yang dijalankan, pelaksanaan penanganan 
perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang tentunya sangat 
didukung dengan adanya komunikasi yang baik antar pengurus yang baik oleh 
pimpinan maupun diri sendiri dalam keanggotaan WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang. Komunikasi memiliki peran dalam pelaksanaan rencana yang 
efektif. Dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu setiap pimpinan 
untuk memahami rencananya. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, 
dalam komunikasi antar anggota WCC “Cahaya Melati” menganut prinsip 
adanya keterbukaan masing-masing anggota untuk menyampaikan pendapatnya 
sesuai dengan kemajuan WCC “Cahaya Melati”. Dalam WCC “Cahaya Melati” 
komunikasi dilakukan baik antar pribadi maupun dengan orang banyak. 
Komunikasi antar pribadi dilakukan antar anggota dalam WCC “Cahaya 
Melati” untuk saling berbagi mengenai pengalaman pendampingan, kasus-
kasus yang ditangani dan lain-lain. Sedangkan komunikasi secara massa 
dilakukan dengan masyarakat seperti saat mengadakan penyuluhan di beberapa 
kelurahan-kelurahan atau ditempat lain saat kegiatan WCC di sekolah-sekolah, 
kelurahan, RT maupun tempat yang lain. 
           
            
     
 Komunikasi antar anggota WCC dilakukan secara fleksibel, dilakukan 
melalui telepon, sms, surat, atau faximile. Namun ketika ada kegiatan diluar 
saat berhadapan dengan masyarakat, maka digunakan alat pengeras suara 
seperti untuk kegiatan penyuluhan, orasi, kampanye atau kegiatan lainnya.  
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang juga menerapkan prinsip yang tidak 
terlalu kaku dengan prosedur yang ada seperti contohnya untuk penanganan 
terhadap korban KDRT, mereka tetap fleksibel dan kordinasi sesuai dengan 
kebutuhan. Dari uraian di atas juga menjelaskan bahwa kordinasi juga 
dilakukan dengan baik oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dengan 
seluruh anggota sebagai satu lembaga kepengurusan karena hal ini perlu 
dilaksanakan agar nantinya baik dalam sosialisasi maupun kegiatan penanganan 
korban dapat dilakukan secara maksimal sehingga selain informasi dapat 
tersebar secara meluas kepada masyarakat, tetapi juga penanganan bagi korban 
KDRT itu sendiri mampu diberikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan 
korban. Namun, tidak ada hal yang dapat berjalan secara sempurna. Dalam 
kegiatan pengorganisasian kelembagaan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
terdapat permasalahan yang cukup penting untuk diperhatikan seperti kordinasi 
yang kurang efektif dan efisien, kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di 
lembaga WCC “Cahaya Melati”, dan hambatan dalam menggerakkan tim. 
           
            
     
Masalah lain yang muncul adalah adanya anggapan suami kepada isteri yang 
telah memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang cukup karena pemberian 
fasilitas oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang menjadikan perempuan 
atau isteri lebih kuat, pintar, dan tak jarang memiliki penghasilan sendiri bagi 
hidupnya. Dan hal ini membuat laki-laki menganggap perempuan itu menjadi 
merasa pintar dan lebih berani dengan suaminya. Hal ini seperti diungkapkan 
oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC  “Cahaya Melati” 
Kota Magelang sebagai berikut : 
“Sebenarnya setelah ikut pelatihan itu, bukannya perempuan korban KDRT 
itu lebih berani, tapi mereka itu semakin tahu dengan hak-haknya sebagai 
perempuan, hal ini karena pengetahuan yang diberikan pada saat pelatihan-
pelatihan. Tapi kadang suaminya itu menganggap perempuan itu sok pintar 
dan merasa berani dengan suaminya”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Permasalahan lain timbul karena keterbatasan dana yang disediakan oleh 
Pemerintah Kota Magelang. Meskipun dana yang digunakan untuk kegiatan 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang berasal dari dana pos Walikota 
Magelang, ataupun donatur dari beberapa golongan namun tetap adanya 
persoalan keterbatasan dana untuk melakukan kegiatan. Sebagai contoh modal 
yang diberikan Pemerintah Kota Magelang sendiri untuk kegiatan 
pemberdayaan korban KDRT masih kurang. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Dra. 
Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut: 
           
            
     
“Kita itu sebenarnya kekurangan modal. Kita itu menyediakan bantuan 
modal 1 juta ke tiap korban KDRT. Nah untuk beli alat saja kurang kalau 
cuma segitu. Biasanya modal itu malah akan habis untuk komsumtif seperti 
keperluan sehari-hari untuk makan atau sewa rumah. Kan kalau modalnya 
besar, juga keuntungan yang didapat kan juga bisa tambah besar”. 
(Wawancara, 16 April 2010). 
 
Adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah 
juga menjadi masalah dalam proses menangani korban KDRT. Meskipun WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang memperoleh fasilitas dari Pemerintah Kota 
Magelang namun fasilitas yang diberikan juga sangat minim. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
 “Kita itu kendala lain itu masalah sarana prasarana yang ada di Kantor 
WCC. Kita komputer cuma ada 1. Sarana transportasi juga cuma 1 yang 
disediakan di kantor. Mobil itu. Kan kita juga kesulitan kalau seandainya 
korban yang datang ke kita itu jumlahnya gak cuma satu. Kita kebingungan 
mengantarnya, tapi sampai sekarang sih masih bisa ditangani”. (Wawancara, 
19 April 2010). 
 
Selain masalah tersebut, terkadang sumber daya manusia yang ada kurang 
dapat memenuhi kebutuhan korban dengan cepat. Hal ini seperti diungkapkan 
oleh Ibu Singgih selaku anggota WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
sebagai berikut : 
“WCC itu disediakan sarana mobil mbak sama Pemda, tapi kadang kalau ada 
korban yang datang melapor ke kantor dan membutuhkan untuk diantar ke 
Rumah Sakit atau ke Polisi, kadang personel yang berjaga itu tidak bisa 
mengendarai kendaraan tersebut, jadi kita jadi harus menunggu. Soalnya 
seringnya yang jadi full timer itu perempuan mbak”. (Wawancara, 3 Mei 
2010) 
           
            
     
Namun, lepas dari beberapa kendala yang dialami oleh WCC “Cahaya 
Melati”, kordinasi yang dilakukan untuk menangani perempuan dan anak 
korban KDRT sudah dijalankan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 
kemudahan korban dalam mengurus dan menyelesaikan masalah KDRT yang 
dialaminya. Korban datang ke lembaga yang berwenang sesuai dengan 
keinginannya, dan lembaga tersebut juga dapat dengan segera memberikan 
pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh korban. Selain itu proses penanganan 
yang dijalankan baik di Rumah Sakit Tidar Magelang maupun di Polres 
Magelang tidak mengalami prosedur yang berbelit-belit dan terlalu 
menyusahkan korban KDRT. Selain itu juga WCC “Cahaya Melati” juga 
mengusahakan selalu bagi korban KDRT untuk tidak menempuh jalur hukum. 
Pelayanan yang diberikan oleh WCC “Cahaya Melati” juga cukup bagus karena 
pelayanan yang diberikan untuk pemulihan korban baik segi ekonomi, mental, 
sosial, pendidikan dan kesehatan dilaksanakan secara berkelanjutan dan pada 
akhirnya korban dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota 
Magelang melalui WCC “Cahaya Melati”. Kordinasi yang dijalankan baik 
internal maupun eksternal juga cukup baik. Karena semua lembaga bekerjasama 
dengan baik untuk memenuhi kebutuhan korban dan proses kordinasi dilakukan 
secara fleksibel, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kesulitan 
menggerakkan tim dan jenjang jabatan yang menghambat kordinasi. 
           
            
     
4.      Penggerakan 
Fungsi penggerakan sering diartikan dengan tindakan motivasi yang 
dilaksanakan pimpinan kepada anggotanya dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam 
hal ini  motivasi untuk dapat menangani perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang.  
Pemberian motivasi oleh Ketua WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang kepada 
setiap pengurus dan para perempuan serta anak korban KDRT itu sendiri juga 
dilakukan dengan baik. Setiap anggota WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang harus 
memiliki motivasi sendiri dalam meningkatkan kinerjanya untuk memberikan 
pelayanan secara prima kepada korban kekerasan yang ada di Kota Magelang. Setiap 
pengurus memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban 
KDRT sehingga dapat tercapai sasaran dan tujuan dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang.  
Dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, penting sekali peran Ketua Umum atau 
Ketua Pelaksana Harian selaku koordinator WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
untuk memberikan motivasi secara terus menerus kepada masing-masing anggota 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. Motivasi yang diberikan oleh Ketua 
pelaksana harian kepada anggota WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang antara lain 
berupa pengarahan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengingatkan kepada 
           
            
     
setiap keanggotaan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang untuk tetap memegang 
teguh komitmen bersama yang telah disepakati yakni memberikan pelayanan kepada 
korban kekerasan baik perempuan ataupun anak agar terjamin hak-hak asasi dalam 
kehidupannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra.Wulandari, MM selaku 
Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu pasti ngasih motivasi mbak ke semua anggota WCC  “Cahaya Melati” 
Kota Magelang. Biasanya kita itu cuma ngasih mereka beberapa pengarahan 
kalo kita sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Magelang harus ikhlas 
membantu masyarakat khususnya ke korban KDRT. Kita semua tinggal di 
Magelang, apa-apa yang terjadi di Magelang kan juga besar atau tidaknya akan 
berdampak ke kita juga mbak. Jadi kita kan juga harus punya hati nurani, harus 
ada panggilan hati nurani untuk mau mengabdi ke masyarakat ya khususnya ke 
korban KDRT itu biar nantinya mereka bisa keluar dari masalah dan kuat untuk 
meneruskan hidupnya kan”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa, pemberian motivasi yang 
diberikan oleh ketua WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, dirasakan belum cukup 
karena pemberian motivasi hanya sebatas pada pemberian pengarahan dan nasehat 
kepada anggotanya untuk selalu memiliki kepedulian dalam membantu korban. Hal 
itu kurang dapat memberikan jaminan kepada setiap anggota untuk mau 
bertanggungjawab dan terus menerus berkomitmen dengan tim WCC “Cahaya 
Melati”. Namun, selama kegiatan penanganan terhadap korban KDRT, pihak WCC 
“Cahaya Melati” tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 
 
 
 
           
            
     
5. Pengawasan 
Pengawasan perlu dilakukan agar penanganan kasus KDRT yang ada di Kota 
Magelang dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Pengawasan dilakukan secara 
berkala, efektif, dan terpadu. Secara umum tujuan fungsi managemen atau kegiatan 
ini adalah untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan 
terjadinya KDRT dan pemberian pelayanan bagi perempuan dan anak korban KDRT 
agar lebih dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan yang biasa dilakukan atasan 
atau ketua WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang itu biasanya berupa pengawasan 
dari setiap kasus yang ditangani itu sampai dimana penanganannya. Hal ini seprti 
diungkapkan oleh Ibu singgih selaku Sekretaris dari WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai berikut : 
“Kalau pengawasan yang dilakukan atasan itu bentuknya dengan menanyakan 
sampai dimana kasus yang ditangani itu diproses. Biasanya Bu Wulan itu telp 
ke kita, menanyakan sampai dimana kasus yang ditangani itu selesai diproses. 
Kan bu Wulan itu juga gak bisa mendampingi korban terus karena juga punya 
kesibukan yang lain. Ya pengawasannya sebatas itu mbak”. (Wawancara, 3 Mei 
2010) 
 
Bentuk pengawasan yang dilakukan Ketua Pelaksanan Harian WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang adalah dalam wujud pelaporan yang diberikan pada saat rapat 
kepada ketua umum WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.  Periode pelaporan 
diberikan pada saat rapat yang dilakukan seperti yang tercantum di bawah ini : 
           
            
     
a. Rapat insidental. Rapat ini merupakan rapat yang diadakan secara mendadak 
oleh para pengurus WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang apabila kasus 
yang ditangani merupakan kasus yang sangat pelik. Rapat ini biasanya 
diikuti oleh semua kepala Bidang yang ada di WCC Cahaya Melati” Kota 
Magelang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku 
Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita kalo merasa kerepotan buat menangani kasus KDRT itu langsung 
ngadain rapat mbak. Namanya rapat insidentil. Itu biasanya yang datang 
hanya beberapa orang yang pokok buat nangani kasus pada saat itu. 
Biasanya kita panggil kepala-kepala bidang untuk saling tukar pendapat 
mengenai gimana kasus ini ditangani”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
b. Rapat rutin tiap bulannya. Dalam rapat ini membahas mengenai 
perkembangan kasus kekerasan termasuk kasus KDRT yang ada di Kota 
Magelang, kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan, serta 
persiapan untuk mengadakan rapat pleno. Hal ini seperti diungkapkan oleh 
Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang sebagai berikut : 
“WCC ada rapat tiap bulan, biasanya itu kita rapat istilahnya buat gelar 
kasus, buat tahu kasus-kasus yang pernah ditangani, berbagi pengalamanlah. 
Kan dalam laporannya nanti juga bisa kita pelajari kalau nantinya bada kasus 
yang serupa terjai lagi”. (Wawancara, 16 April 2010) 
 
c. Rapat Pleno (tiap 3 bulan sekali). Dalam rapat ini hal yang dibahas juga 
tidak beda jauh dengan rapat rutin. Namun rapat pleno ini, lebih mengarah 
           
            
     
pada evaluasi secara keseluruhan sebagai wujud pelaporan dan 
pertanggungjawaban. Setiap pengurus WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang  harus memberikan laporan dan laporan harus dicatat oleh notulen 
rapat. Kemudian ketua umum dari WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
harus membuat laporan tahunan tentang kegiatan WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang yang kemudian laporan tertulis diserahkan ke Walikota 
Magelang sebagai wujud pertanggungjawaban. Hal-hal yang biasanya 
dibahas dalam rapat pleno antara lain : 
i) Seputar review kegiatan yang telah dilakukan WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang dan program-program terkait dengan KDRT yang telah 
dijalankan untuk penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang. 
ii) Sharing atau berbagi pengalaman antar anggota dalam penyelesaian kasus 
atau melakukan pendampingan korban dan saat melakukan kegiatan lain 
dan mengemukakan masalah masing-masing dalam kegiatannya untuk 
kemudian diambil cara bersama untuk menyelesaikannya.  
iii) Selain hal tersebut, setiap anggota juga perlu menyampaikan jumlah 
korban yang melapor ke masing-masing lembaga seperti ke kepolisian 
dan menyampaikan jumlah korban yang memilih untuk dilanjutkan ke 
proses hukum. Hal ini terkait dengan pendataan kasus. Selain itu juga 
           
            
     
biasanya yang dilaporkan adalah jumlah korban yang dapat dilayani 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang, kualitas kekerasan yang diterima 
korban (jenis-jenis kekerasan), melaporkan kepuasan korban akan 
layanan berkaitan dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan WCC 
“Cahaya Melati” Kota Magelang serta melaporkan jumlah korban yang 
akan mendapat dukungan dari masyarakat dan keluarga. Hal ini seprti 
diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua Harian dari 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kita itu tiap 3 bulan sekali mengadakan pleno mbak, itu biasanya Ketua 
umum juga ikut gelar kasus bareng-bareng. Biasanya pada saat ada kasus 
itu terus ada laporan ke ketua umum. Kalo masalah laporan ke Walikota 
Magelang, kita itu paling cuma laporan tertulis seputar kegiatan ma 
laporan kasus yang terjadi KDRT di Magelang. Paling gitu aja. Kita 
biasanya rapat itu di kantor WCC tapi kadang juga rapat di ruang pak 
Sekda. Biasanya yang dibahas itu tentang kualitas kekerasan, kepuasan 
korban dengan layanan kita, laporan jumlah korban, terus 
penyelesaiaannya, berapa yang sampai ke kasus hukum, berapa yang 
damai”. (Wawancara, 16 April 2010). 
 
Dari beberapa kegiatan dalam menjalankan fungsi managemen, WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang memiliki rencana ke depan yakni akan mengadakan program 
pra-koperasi yang nantinya anggotanya adalah para korban-korban yang pernah 
ditangani WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. Hal ini agar dapat membantu 
perekonomian korban secara berkala. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. 
Wulandari, MM selaku Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang :  
           
            
     
“Kita nanti ke depannya mau mengadakan program prakoperasi mbak. itu ntar 
anggotanya klien-klien KDRT. Rencananya sih nanti akan dapat bantuan modal 
dari Walikota berupa dana bergulir, kan nanti bunganya juga kecil. Ya paling 
enggak kan modalnya biar bisa tambah-tambah buat kebutuhan hidup to mbak”. 
(Wawancara, 16 April 2010). 
 
Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang sebagai wujud penanganan kepada korban KDRT, ternyata upaya yang 
dilakukan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang belum berjalan secara efektif 
dan efisen. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Dra. Wulandari, MM selaku Ketua 
Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sebagai berikut : 
“Kalo dikatakan efektif efisien saya rasa belum ya. Masih banyak kendala-
kendala yang WCC sendiri alami, kita masih kurang personel, sarananya juga 
kurang, sosialisasinya masih kadang salah sasaran, trus dah gitu masalah 
hukuman juga belum sepenuhnya dijalankan. Masih banyak kekurangannya 
lah, tapi kita berusaha untuk mengatasi semuanya itu kok”. (Wawancara, 16 
April 2010) 
 
Selain itu Ibu Singgih selaku sekretaris WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang 
juga menambahkan bahwa : 
“Harapannya itu lebih ditingkatkan lagi SDM-nya mbak. Diadakan lagi 
pelatihan-pelatihan buat pendamping agar nantinya lebih sigap, tanggap, dan 
kerjasamanya lebih ditingkatkan. Selain itu juga sosialisasi juga lebih harus 
diperluas ke semua lapisan masyarakat”. (Wawancara, 3 Mei 2010) 
 
Dalam kegiatan pengawasan, terdapat beberapa kekurangan seperti belum 
adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan kepada korban dalam 
penanganannya. SPM tersebut baru dirancang dan akan disahkan pada tahun 2010 ini 
di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga dalam pengukuran efektif atau 
           
            
     
keberhasilan dalam kegiatan penanganan yang dilakukan terhadap korban KDRT 
belum dapat dinilai sehingga dijadikan tolak ukur untuk menuju ke arah yang lebih 
baik, namun yang dapat dilakukan sebatas berusaha memberikan penanganan yang 
sebaik mungkin dan berperspektif korban.  
                 
           
               Tabel III.3. 
Matriks Hasil Penelitian Managemen Penanganan Perempuan Dan Anak Korban KDRT di Kota Magelang Oleh WCC “Cahaya Melati” 
No INDIKATOR KETERANGAN 
1 Planning 
(Perencanaan) 
 
Perencanaan dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang secara umum dapat 
dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari : 
 
a. Adanya program-program yang sesuai. 
Program dibuat dengan kebutuhan penanganan terhadap korban KDRT yaitu bidang  pengorganisasian 
dan penguatan kelembagaan, bidang advokasi dan pendampingan, serta bidang pelayanan pengaduan dan 
konseling.  
 
b. Sosialisasi dan penyuluhan. 
Sosialisasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk bersama, waktu yang terjadwal, variasi tema (Aplikasi 
tindak pidana,  Penguatan ekonomi perempuan, managemen usaha perempuan korban KDRT, Undang-
Undang perkawinan, masalah-masalah KDRT, Hypnoterapi, Kiat-kiat menghindari KDRT, diskusi-
diskusi dengan wartawan tentang KDRT) dan media yang beragam seperti via radio, leaflet dan payung. 
Kendala : sosialisasi yang belum merata, salah sasaran yang menjadi obyek sosialisasi, keengganan 
masyarakat sendiri untuk melapor sehingga sosialisasi tidak dapat berfungsi. 
  
c. Adanya ketersediaan dana oleh Pemerintah Kota Magelang sehingga semua biaya penanganan gratis, 
adanya fasilitas kendaraan, tempat, kesehatan, dan rapat. 
  Kendala : belum adanya biaya untuk tes DNA, luka bakar atau cacat. 
   
 
                 
           
2 Organizing  
(Pengorganisasian) 
Pengorganisasian yang dilakukan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam penanganan perempuan dan 
anak korban KDRT di Kota Magelang dapat digambarkan sebagai berikut : 
a. Pembentukan struktur organisasi. 
Struktur organisasi menjelaskan adanya pembagian kerja dan kewenangan masing-masing dalam 
penanganan korban KDRT sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan. 
 
b. Adanya mekanisme penanganan korban. 
Hal ini akan mememudahkan para korban maupun unit pelaksana penanganan dalam memahami alur 
kerja WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang. 
   
c. Sumber Daya Manusia. 
Sumber daya manusia WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang tergolong masih kurang, baik tenaga medis, 
konseling, dan full timer. 
   
3 Coordinating 
(Kordinasi) 
Koordinasi yang dilakukan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam penanganan perempuan dan anak 
korban KDRT di Kota Magelang digambarkan sebagai berikut : 
a. Adanya kerjasama dan koordinasi. 
i) Kordinasi Internal : antar anggota dalam WCC “Cahaya Melati”, yang dilakukan saat pendampingan, 
konseling, dan penguatan mental terhadap korban. 
ii) Kordinasi Eksternal : antar lembaga yang sederajat, yang dilakukan saat sosialisasi dengan kelurahan, 
kecamatan, POKJA, SKPD, juga dilaksanakan saat penanganan korban di Polres dan RSU Tidar Kota 
Magelang, kemudian kordinasi saat pemulihan korban yang bekerjasama dengan dinas/instansi terkait 
di Kota Magelang. 
iii) Kendala : kesulitan menggerakkan tim, dalam rapat koordinasi kadang para pengurus yang memiliki 
jabatan kurang memperhatikan aspirasi anggota lain, pihak kepolisian yang kurang dapat bekerjasama. 
b. Adanya Komunikasi Anggota 
Adanya keterbukaan dalam penanganan antar anggota. Komunikasi dijalankan secara internal organisasi 
dalam penanganan kasus maupun eksternal saat adakan sosialisasi. 
                 
           
4 Actuating 
(Penggerakkan) 
Penggerakkan yang dilakukan dalam managemen penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang dapat digambarkan sebagai berikut : 
a. Adanya motivasi oleh Ketua 
Adanya motivasi yang selalu diberikan oleh Ketua Harian WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang kepada 
anggotanya untuk selalu memegang teguh komitmen bersama dalam membantu penanganan perempuan 
dan anak korban KDRT. 
Kendala : belum adanya jaminan bahwa seluruh anggota akan menjalankan tugasnya dengan baik hanya 
dengan diberi motivasi berupa pengarahan dan nasehat. 
 
5 Controlling 
(Pengawasan) 
Pengawasan yang dilakukan dalam managemen penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota 
Magelang dapat digambarkan sebagai berikut : 
a. Pengawasan terhadap pelaku 
WCC “Cahaya Melati” melakukan pengawasan kepada pelaku KDRT selama tiga bulan kepada korban 
yang memutuskan untuk berdamai dengan pelaku. 
 
b. Pengawasan dalam pembuatan laporan 
Adanya pembuatan laporan-laporan sebagai wujud pertanggungjawaban. 
 
c. Pengawasan yang dilakukan dengan cara diadakan rapat. 
Rapat yang dilakukan yaitu rapat insidental (saat menangani kasus), rapar rutin (untuk gelar kasus), rapat 
pleno (rapat seluruh anggota termasuk Walikota untuk pelaporan kasus). 
 
d. Belum adanya Standart Pelayanan Minimal untuk penanganan korban KDRT sehingga belum ada tolak 
ukur dari tindakan penanganan yang diberikan. 
 
 
 
           
            
     
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai managemen 
penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) di Kota Magelang oleh WCC “Cahaya Melati” tersebut maka dapat 
ditarik kesimpulan, yaitu: 
1. Planning (perencanaan) 
Kegiatan perencanaan meliputi sosialisasi dan pendanaan. Tema 
sosialisasi yang diberikan mengenai WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang dan permasalahan yang berkaitan dengan KDRT. Sosialisasi 
dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan jadwal sosialisasi yang 
disusun oleh pengurus dengan media yang bervariasi. Sedangkan dalam 
perencanaan dana semua kegiatan penanganan didanai oleh Pemerintah 
Kota Magelang. Namun, dalam sosialisasi dan pendanaan, terdapat 
permasalahan yaitu sosialisasi yang kurang merata di wilayah Kota 
Magelang, sasaran sosialisasi yang kurang tepat, serta permasalahan dana 
yang belum memadai untuk penanganan korban yang menderita masalah 
berat seperti luka bakar dan hal lain yang menyebabkan seseorang cacat.  
2. Organizing (Pengorganisasian) 
Pengorganisasian dilaksanakan dengan pembentukan kepengurusan yang 
disusun dalam tim WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dengan 
           
            
     
pembagian kewenangan berdasarkan stuktur organisasi. Hal ini 
menjelaskan adanya pembagian kerja sesuai tanggungjawab dan 
kewenangannya sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. 
Disusunnya mekanisme penanganan terhadap korban KDRT dapat 
mempermudah korban mengetahui proses yang mereka jalani serta bagi 
lembaga dalam pemberian penanganan. Permasalahan yang muncul dari 
pengorganisasian adalah kekurangan sumber daya manusia dalam 
penanganan korban KDRT baik tenaga medis, konseling maupun anggota 
dalam kepengurusan. 
3. Kordinasi 
Kordinasi dilakukan secara internal dan eksternal kelembagaan. 
Kordinasi internal dijalankan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota 
Magelang saat pendampingan korban, penguatan mental, atau saat 
konseling. Kordinasi secara eksternal dijalankan dengan bekerjasama 
dengan kepolisian, Rumah Sakit, dan saat sosialisasi kepada masyarakat 
serta tahap pemulihan korban. Permasalahan yang timbul adalah 
kordinasi yang kurang efektif karena jenjang jabatan yang berbeda dalam 
kepengurusan, kesulitan menggerakkan tim. 
4. Actuating (Penggerakan) 
Penggerakan dalam penanganan terhadap korban KDRT dilaksanakan 
dengan pemberian motivasi berupa nasehat dan pengarahan oleh ketua 
WCC “Cahaya Melati” kepada anggotanya. Hambatan yang terjadi 
           
            
     
adalah belum adanya jaminan bahwa motivasi yang diberikan dapat 
membuat setiap anggotanya bertugas sesuai dengan tanggungjawabnya.  
5. Controlling (Pengawasan) 
Pengawasan dijalankan oleh Walikota Magelang kepada WCC “Cahaya 
Melati” maupun dari ketua umum WCC “Cahaya Melati” kepada 
anggotanya yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat baik rapat 
insidental, rutin, maupun pleno. Dalam rapat ini akan dibahas bagaimana 
perkembangan kasus KDRT yang ada di Kota Magelang, evaluasi 
kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan serta kegiatan yang akan 
datang dapat dijalankan secara maksimal. Bentuk pertanggungjawaban 
dalam pengawasan adalah adanya laporan rutin. Kendala dalam 
pengawasan adalah belum adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai 
alat ukur untuk mengetahui seberapa penanganan terhadap korban KDRT 
dijalankan dengan efektif dan efisien. 
  Dalam managemen penanganan terhadap perempuan dan anak korban 
KDRT di Kota Magelang yang dilaksanakan oleh WCC “Cahaya Melati” dapat 
ditarik kesimpulan secara menyeluruh bahwa nyatanya keberadaan WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang sangat penting bagi masyarakat Kota Magelang 
khususnya bagi perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang karena 
mampu memberikan penanganan secara berkelanjutan dan managemen 
penanganan perempuan dan anak korban KDRT di Kota Magelang sudah 
dijalankan sesuai dengan tujuan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang yakni 
           
            
     
mengupayakan agar masyarakat bebas dari tindakan kekerasan dan korban KDRT 
(perempuan dan anak) dapat memperoleh pelayanan secara maksimal. 
 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian dan analisa data, penulis ingin menyampaikan 
beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang dalam mencegah terjadinya KDRT dan memberikan 
pelayanan terbaik bagi korban KDRT. Berikut adalah beberapa saran yang dapat 
penulis berikan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengatasi minimnya sosialisasi dalam penyampaian informasi 
dapat digunakan papan pengumuman yang digunakan sebagai sarana 
saling berbagi informasi seperti penempelan leaflet dan acara sosialisasi 
WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang yang dapat diletakkan disudut-
sudut yang strategis seperti perempatan yang sering digunakan sebagai 
tempat berkumpul dari warga. Sosialisasi dapat juga dengan melibatkan 
kaum muda untuk melawan KDRT terhadap perempuan dan anak dengan 
memimpin kampanye pendidikan di sekolah-sekolah dan komunitas 
masyarakat. Kemudian dapat memasukkan materi kekerasan dalam 
kurikulum pendidikan sekolah seperti pendidikan agama, melakukan 
ceramah-ceramah dan diskusi keagamaan dan kesehatan agar setiap 
keluarga mampu melakukan tindakan dan pencegahan sendiri dalam 
keluarganya.  
           
            
     
2. Untuk mengatasi persoalan dana yang masih minim, WCC “Cahaya 
Melati” Kota Magelang dapat menghimpun dana secara mandiri seperti 
adanya iuran anggota dalam tim yang dikelola oleh bendahara lembaga 
atau menghimpun dana-dana dari donatur yang ada di Kota Magelang 
melalui pertemuan rutin dengan pejabat-pejabat penting di Kota Magelang 
dengan acara untuk galang dana kegiatan sosial. 
3. Untuk mengatasi salahnya sasaran sosialisasi yang sebenarnya ditujukan 
kepada laki-laki sebagai pelaku KDRT dengan cara memberikan undangan 
dikhususkan untuk laki-laki dan wajib untuk hadir paling tidak tiap 
Kelurahan mewakilkan setengah dari jumlah warga laki-lakinya. 
4. Untuk permasalahan keterbatasan Sumber Daya Manusia, dapat dilakukan 
dengan cara merekrut dokter-dokter bedah dan kandungan lain yang ada di 
Kota Magelang untuk dapat bekerja sama dengan WCC “Cahaya Melati” 
Kota Magelang, mengadakan pelatihan secara berkala dan pemantauan 
kepada tenaga konseling agar benar-benar mampu menjadi tenaga 
konseling yang berperspektif korban, kemudian diadakan perekrutan 
anggota sebagai full timer. 
5. Untuk mengatasi kordinasi yang kurang efektif karena perbedaan jenjang 
jabatan, maka dapat dilakukan dengan cara pada saat rapat lebih memberi 
kesempatan kepada setiap anggota dengan membuka komunikasi dua arah 
dan terbuka antar setiap anggota 
           
            
     
6. Untuk mengatasi belum meratanya pelayanan untuk pemulihan kepada 
korban KDRT maka perlu direkrutnya DISNAKER dan PJTKI untuk 
membantu penyaluran tenaga yang terdiri dari korban KDRT. Sebaiknya 
lembaga yang terlibat itu terus melakukan poendampingan artinya ketika 
bantuan yang diberikan pemerintah sudah sampai ke tangan korban, tetap 
harus di monitor untuk dapat mengetahui seberapa manfaat modal dan 
bantuan lain yang diberikan tersebut.  
7. Untuk mengatasi pengawasan yang kurang efektif, sebaiknya WCC 
“cahaya Melati” Kota Magelang segera meresmikan adanya Standart 
Pelayanan Minimal bagi penanganan korban KDRT dan segera 
mensosialisasikannya. 
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